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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perlindungan hukum terhadap para ahli waris  dalam peralihan Hak atas 

tanah merupakan hak azasi manusia  untuk mendapatkan rasa keadilan atas harta 

peninggalan Pewaris. Sehingga dalam pembuatan Aktanya seorang  Pejabat 

Pembuat Akta Tanah harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan di 

bidangnya, utamanya secara yuridis dalam memdengarkan keterangan para pihak 

maupun memeriksa dan meneliti dengan cermat dokumen-dokumen dari para 

pihak yang diperlukan sebagai dasar dalam pembuatan aktanya, apabila 

diperlukan dilakukan pengecekan kelapangan.  

Kebutuhan akan aturan-aturan hukum dalam pembangunan hukum di 

Indonesia sangat diperlukan guna menampung kebutuhan-kebutuhan hukum 

disegala bidang; hal tersebut sesuai dengan prinsip Negara Republik Indonesia 

yaitu memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada 

masyarakat yang pada akhirnya  bermuara pada  kebenaran dan keadilan sehingga 

tujuan hukum tercapai. 

Merujuk pendapat Radbrurh, bahwa tujuan hukum harus memenuhi tiga hal 

pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu keadilan secara hukum, 

kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap/pasti dan konsisten yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan atau siapa pun 

yang  bertendensi subyektif. Kepastian hukum menuntut suatu lalulintas hukum 

didalam kehidupan masyarakat yang didukung oleh alat bukti yang dapat 

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum 

dalam kehidupan  masyarakat. 

Akta otentik merupakan salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh dan 

mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum maupun perbuatan 

hukum dalam kehidupan masyarakat misalnya  dalam berbagai hubungan bisnis, 

kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain maka 

kebutuhan akan pembuktian secara tertulis berupa akta otentik sangat diperlukan  

sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dan berbagai 
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hubungan hukum dibidang ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, 

nasional maupun internasional. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas 

hak dan kewajiban, dapat memberikan kepastian perlindungan hukum, dan 

sekaligus diharapkan pula dapat mencegah/meminimalkan  terjadinya sengketa. 

meskipun sengketa tersebut masih dimungkinkan terjadi dalam perkembangan; 

akta otentik yang merupakan salah satu alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh 

memberi sumbangan nyata dalam penanganan dan penyelesaian sengketa yang 

terjadi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. 

Akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum yang 

berwenang salah satunya adalah Notaris yang mempunyai peranan penting dalam 

menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kwalitas dan  kuantitas Notaris 

yang begitu besar, Notaris juga dikenal sebagai Pejabat Umum yang profesional 

dan dikategorikan  sebagai  kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok 

elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, 

ekonomis, politis dan psikologis berada dalam tataran yang relatif lebih tinggi 

diantara masyarakat pada umumnya.
1
 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum 

lainnya. Pembuatan akta otentik tidak hanya diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang 

berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing demi 

kepastian dan perlindungan hukum baginya dan sekaligus bagi masyarakat secara 

keseluruhan. 

Notaris yang telah diangkat dan disumpah secara sah adalah merupakan 

pejabat negara yang berwenang membuat akta otentik dan sangat berpengaruh 

pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya, karena adanya 

legalisasi dari Notaris sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu 

perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu yang harus 

dipedomani dan dilaksanakan. 

                                                 
1
 Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif 

Hukum dan Etika.Yogyakarta : UII Press, 2009. Hal. 1. 
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Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan menjadikan proses 

seseorang menuju Notaris yang ahli dan profesional menjadi penting. Mochtar 

Kusumaatmadja menegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa 

pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. 

Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang 

menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada 

umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika harus menjadi pedoman dalam 

menjalankan tugas dan profesinya, Sehingga  terampil di bidang hukum dan 

profesinya.
2
 

Kewenangan Notaris menurut  ketentuan  Pasal 15 ayat 1 dari  UU No. 30 

Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, pada intinya menyatakan bahwa Notaris 

berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang  ditetapkan oleh Undang-undang.  

Notaris mempunyai wewenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan 

menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus, membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya, 

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat 

akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang. Namun 

disis lain PPAT juga merupakan Pejabat Umum yang khusus diberikan wewenang 

untuk membuat dan menandatangani akta dari perjanjian, yang bermaksud 

memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan 

hak atas tanah sebagai tanggungan terhadap bukti serta menyelenggarakan 

administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

                                                 
2
 Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana 

Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2004. Hal. 265. 
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sekaligus memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada 

masyarakat.  

Undang–Undang Nonor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi 

satu-satunya (unifikasi) pengaturan hukum di Indonesia yang telah melahirkan 

perkembangan hukum, yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat 

ini, diantaranya adalah perluasan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang 

berkaitan dengan pertanahan. Meskipun secara normatif kewenangan baru Notaris 

dalam membuat akta yang berkaitan dengan tanah sudah jelas dan dapat 

diimplementasikan, namun dalam prakteknya di lapangan kewenangan bagi para 

notaris untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan yang 

merupakan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris pasal 15 ayat (2) huruf f yang menyatakan Notaris berwenang membuat 

akta yang berkaitan dengan pertanahan tidak dapat dilaksankaan sehingga terjadi 

tarik-menarik kewenangan antara Notaris dan PPAT, di sisi yang lain, organisasi 

Notaris dan PPAT tidak memberikan “official statement” yang mengikat para 

Notaris dan PPAT atau siapa saja, tapi cenderung membiarkannya bagaikan bola 

liar yang bisa ke mana-mana, sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran 

mengenai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f tersebut, dan sampai saat ini 

kewenangan Notaris untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan 

belum dapat dilaksanakan dikarenakan dalam prakteknya di lapangan, pihak 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia hanya mau mendaftar akta tanah 

yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang 

berwenang dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan untuk 

diterbitkan sertipikatnya. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksana dari Undang-

Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang  Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria. 

Mengenai hal tersebut bahkan petinggi Departemen Hukum dan HAM 

Republik Indonesia tidak mampu memberikan penjelasan dan penyelesaiannya, 

dan hanya menyarankan jika timbul permasalahan dari kewenangan tersebut, 

dipersilahkan untuk diselesaikan di pengadilan saja. Ini memang aneh tetapi nyata 
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bahwa pemerintah dan DPR yang membuat undang-undang tersebut  tidak mampu 

untuk menyelesaikannya. Mengingat Notaris dan PPAT merupakan lembaga atau 

institusi yuridis yang mempunyai karakter sendiri-sendiri, tetapi apabila Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengakomodir akta-akta Notaris yang 

berkaitan dengan pertanahan tersebut kedalam peraturan perundang-undangan 

pertanahan maka dapat dipastikan akta-akta yang dibuat dan/atau dihadapan 

Notaris dapat didaftar untuk dapat diterbitkan sertipikatnya pada Badan 

Pertanahan Nasional RI. Hal tersebut dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan 

politik antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Departemen 

Hukum dan HAM Republik Indonesia dan melakukan revisi peraturan yang saling 

bertabrakan agar sinkron dan dapat dilaksanakan oleh Pejabat BPN-RI sehingga 

tetap sah menurut hukum dan dapat memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum terhadap akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan yang dibuat oleh 

dan/atau dihadapan Notaris tersebut.  

Mengenai hal tersebut diatas menarik untuk dikaji dalam Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1000 K/Pdt/2007 yaitu bagaimana 

akta PPAT yang dibuat oleh  seorang  Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan 

dengan  yang dibuat oleh Notaris dalam kasus ini adalah Akta Perjanjian Kawin 

pemisahan harta bersama yaitu Akta Notaris  tertanggal 18 Mei 1983 Nomor. 54   

dan akta wasiat dan kaitannya tehadap perlindungan  kepada para ahli waris. 

 

1.2. Pokok Permasalahan 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas dapat dirumuskan Pokok 

Permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kecermatan dan kehati- hatian seorang Pejabat Pembuat Akta 

Tanah  dalam membuat Akta PPAT  sebagai dasar peralihan hak atas tanah 

bila data yang disampaikan para pihak tidak lengkap ?  

2. Bagaimana kaitan antara Akta Notaris (seperti Akta Perjanjian Kawin dan 

Akta Wasiat) dengan Akta PPAT dalam peralihan hak atas tanah dalam 

memberi perlindungan hukum   bagi para ahli waris ? 

3. Bagaimana Akta PPAT dan Fungsinya dalam rangka member jaminan 

kepastian hukum terhadap  peralihan hak atas tanah?  
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1.3    Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah merupakan 

penelitian hukum normatif, melalui  bahan-bahan kepustakaan dan wawancara di 

Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara,  Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara 

dan Kantor  Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.  

  

1. 3. 1. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatife. Dalam hal ini, melakukan pengujian dan pengkajian terhadap 

sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas disamping mempelajari hasil putusan pengadilan, peraturan perundang-

undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dari praktek 

kemudian menganalisanya dan  menggunakan penelitian kepustakaan. 

 

1. 3. 2. Tipologi Penelitian 

Penelitian yang akan dipakai adalah bersifat deskriptif analitis yaitu 

metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta atau kenyataan serta 

penelitian yang diarahkan untuk mengetahui makna yang dikandung dalam istilah 

yang digunakan peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan 

megetahui penerapannya dalam putusan pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar 

dapat memberikan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang 

dipaparkan dalam penelitian ini, sehingga akan memperoleh jalan keluar dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. 

 

1. 3. 3.  Jenis  Data  

Sejalan dengan metode penelitian yang digunakan disini maka jenis data 

yang akan diambil adalah data primer dan data sekunder, yaitu: 

a.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapang melalui 

wawancara  dengan narasumber yang dipilih  berkaitan dengan penelitian ini. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

studi pustaka, baik berupa buku-buku, artikel, internet, pendapat hukum dan 

peraturan perundang-undangan. 

 

1. 3. 4.  Jenis Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini 

menggunakan sumber data primer dan data sekunder.  

a.  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti yang terkait dari masyarakat dan instansi. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif, artinya 

mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.
3
 Juga merupakan bahan-

bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, 

peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan 

hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 

                                                 
  

3
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed. 1, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008), hlm 141. 
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7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 

Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara; 

8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 

9) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di 

Bidang Pertanahan; 

10) Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; 

11) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1000.K/Pdt/2007 

tanggal 15  Mei  2008. 

b.  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
4
 Bahan hukum 

sekunder dalam penelitian ini berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan 

yang terdiri dari: 

i.  berbagai bahan kepustakaan, artikel dan situs internet/elektronik.  

ii.  juga, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya 

dari kalangan hukum.
5
 Bahwa sumber hukum skunder ini kegunaannya 

menurut Burhan Ashshofa adalah:
 6

  

1. untuk dirujuk pertama-tama sebagai sumber materiil;  

2. untuk meningkatkan mutu iterprestasi atas hukum positif  yang berlaku;  

                                                 
  

4
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:  UI-Pers, 2007), hlm.6.   

 
5
_______________dan Sri Mamudji, op. cit., hlm.13.   

 
6
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.42.   
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3. untuk mengembangkan hukum sebagai suatu system normatif yang 

konperhensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun 

dalam maknanya yang materiil, dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yang membahas mengenai sengketa kepemilikan 

tanah. 

c. Bahan Hukum Tersier,  

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap baha-bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, diktat perkuliahan dan lain-lain
7
, yang mendukung penulisan.  

 

 

1. 3. 5.  Alat Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen,  

yaitu dengan melakukan analisa terhadap putusan hakim, peraturan perundang-

undangan, dokumen, isi buku-buku, literature, serta tulisan-tulisan lain yang 

berhubungan dengan obyek penelitian.  

Pengumpulan data juga melalui wawancara terhadap informan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain dengan cara 

melakukan pengamatan dan mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, Kantor Wilayah BPN 

Provinsi DKI Jakarta dan tanah yang menjadi objek penelitian ini untuk 

memperoleh data yang diperlukan. 

 

 

1. 3. 6.  Metode Analisis Data 

Metode analisis yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif, 

artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Yaitu analisis data 

berdasarkan apa yang diperoleh dari keputuskaan maupun lapangan yang diolah 

dan disusun lalu disajikan dalam bentuk kalimat. Sedangkan penalaran yang 

digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berfikir 

induktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum.  

                                                 
7
 Sri Mamudji et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.  
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Dalam hal ini hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 

disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan 

peraturan perundang-undangan yang diharapkan untuk memahami makna dibalik 

data yang terkumpul, dimana data yang berasal dari hasil identifikasi masalah 

akan dianalisis berdasarkan konsepsi yang tersedia, yang mengatur mengenai 

kepemilikan hak atas tanah terutama jika dikaitkan dengan sumber hukum positif 

terkait. 

 

1.4.   Sistematika Penulisan 

 Materi yang terkandung dalam tulisan ini meliputi berbagai aspek yang ada 

untuk memberi gambaran tentang berbagai hal yang dikemukakan dalam tiap-tiap 

bab dari Tesis ini yang berkaitan dengan  kasus Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1000 K/Pdt/2007 kaitannya dengan “AKTA PPAT 

DAN FUNGSINYA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA 

AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH”,  yang isinya 

adalah sebagai berikut : 
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BAB   I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Pokok 

Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB   II : ANALISA YURIDIS TERHADAP AKTA PPAT DAN 

FUNGSINYA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM 

PADA PARA AHLI WARIS DALAM PERALIHAN  

HAK ATAS TANAH  

Bab II ini merupakan pembahasan/yang terbagi dalam 

beberapa sub bab yaitu sub 2.1, Perkembangan Pendaftaran 

Tanah di Indonesia., Sub 2.2 Pejabat Pembuat Akta Tanah 

sebagai Pejabat Negara yang diberi Kewenangan dalam 

Pembuat Akta Tanah., sub 2.3 Pendaftaran tanah secara 

seporadik dan secara Sistematik., sub 2.4 Pengertian ,ruang 

lingkup dan Pengaturan Hukum Waris., sub 2.5 Perbuatan 

Melawan Hukum., sub 2.6 Peralihan hak atas tanah sub 2.7 

Pokok Permasalahan., sub 2.8 Analisa terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1000 

K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2008.  

 

BAB   III : PENUTUP 

Bab III ini merupakan penutup yang berisikan simpulan 

yang merupakan intisari dari bab yang telah dibahas dan 

saran guna penyempurnaan mengenai penyelesaian masalah 

serupa dimasa yang akan datang dan saran untuk 

peningkatan kemampuan PPAT dalam membuat akta 

Tanah. 
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BAB II 

ANALISA YURIDIS TERHADAP AKTA PPAT DAN 

FUNGSINYA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PADA PARA 

AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TAH  

 

2.1. Perkembangan Pendaftaran Tanah  Indonesia 

Bila membicarakan sejarah perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia 

terutama dengan istilah yang dikenal dengan “kadaster”, maka literatur yang agak 

banyak berbicara untuk itu dapat ditemukan dalam buku “Pendaftaran Tanah di 

Indonesia” yang disusun oleh R. Hermanses . Beliau adalah mantan pegawai 

tinggi Departemen Agraria.
8
 

Pada awalnya, pendaftaran tanah yang dikenal di dunia ini berasal dari 

Negara Mesir Kuno, ketika Raja Fir’aun saat itu memerintahkan pegawai 

kerajaannya untuk mengembalikan patok-patok batas tanah pertanian rakyat yang 

hilang akibat meluapnya air sungai NIL.
9
 

Pada perkembangan selanjutnya, Negara-negara di seluruh dunia 

melaksanakan Pendaftaran tanah, hal ini ditandai dengan adanya istilah 

Pendaftaran tanah tersebut dalam beberapa bahasa dan pelaksanaannya 

disesuaikan  dengan tujuan tertentu. 

Dari segi istilah tertentu istilah pendaftaran tanah dalam bahasa Latin 

disebut “Capitastrum” di Jerman  dan Italia disebut “Catastro”  di Perancis 

disebut “Cadastre”, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istilah “kadastrale” 

atau “kadaster” . Maksud dari Capitastrum atau kadaster dari segi bahasa adalah 

suatu register atau capita atau unit yang dibuat  untuk pajak tanah romawi, yang 

berarti suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menunjuk kepada 

luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak atas suatu bidang tanah, sedang 

                                                 
8
  R. Hermanses, Pertanahan di Indonesia ,  diktat kuliah pada Akademi Pertanahan 

Nasiona; ( sekarang Sekolah Tinggi Pertanahan  Nasional)  
9
 Syafruddin, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Atas Tanah, ( Medan : 

PPS-USU, 2004), halaman 14  
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kadaster yang modern bisa terjadi atas  peta yang ukuran besar dan daftar-daftar 

yang berkaitan.
10

 

Kemudian dari segi tujuan, dilaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka 

kepastian hukum, juga untuk kepentingan penarikan pajak atau hanya untuk 

kegiatan administrasi belaka. Untuk tujuan kepastian hukum, misalnya dikenal 

dengan nama Torrens Sistem. 

Sejarah tentang peralihan hak atas tanah yang berlaku di Indonesia sudah 

dimulai sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya 

disingkat dengan UUPA, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 

(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 

104. Bagian ini dimaksudkan untuk dapat menelusuri prosedur hukum beralihnya 

suatu hak atas tanah sebelum dan sesudah UUPA dinyatakan berlaku.
11 

Dalam 

UUPA jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah Pasal 19 menyebutkan bahwa :
 

“Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah 

menggadaikan hak atas tanah atau meminjam uang dengan hak atas 

tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang 

dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”.  

  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud Pejabat yang 

ditunjuk oleh Menteri Agraria adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jadi jelas 

beralihnya suatu hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT.
12

 Dengan demikian, 

setelah berlakunya UUPA Tahun 1960, semua peralihan hak atas tanah harus 

dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat PPAT. Ketentuan tentang peralihan hak 

atas tanah tersebut merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan yang sudah 

                                                 
10

 AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia,  (Bandung : Mandar Maju, 1994), 

halaman 11-12    
11Soelarman Brotosoelarno, “Aspek Teknis & Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan, PP 

No. 24 tahun 1997” Makalah disampaikan dalam seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran 
Tanah & Pajak-pajak yang terkait, Yogyakarta 13 September 1997. Hlm. 9.  

12
  Ibid, hlm. 8. 
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diberlakukan sebelumnya. Untuk melihat perkembangan peraturan tersebut dari 

waktu ke waktu, pada bagian selanjutnya dikupas secara rinci dan kronologis. 

 

 

2.1.  1.     Zaman Kolonial Belanda 

Pada zaman Kolonial Belanda, seperti disebutkan dalam Pasal 131 

Indische Staatsregeling selanjutnya disingkat IS, digambarkan adanya sistem 

hukum yang  pluralistik karena diberlakukannya hukum adat, hukum perdata 

maupun dagang. Ayat 1 Pasal 131 IS menetapkan suatu asas bahwa Hukum 

Perdata dan Hukum Dagang akan ditulis dan ditetapkan dalam ordonansi-

ordonansi, yaitu suatu undang-undang yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal 

dengan persetujuan Volskraad. Dalam ayat 1 sub a ditetapkan bahwa untuk 

hukum perdata bagi orang Eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang 

Eropa, pada asasnya hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda akan dipakai 

sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan. 

a. Tanah Yang Tunduk Pada Hukum Adat 

Peralihan hak atas tanah harus bersifat kontan dan terang. Kontan (tunai) 

berarti penjual menyerahkan barang miliknya dan langsung menerima 

uang dengan jumlah yang disepakati (lunas), sedangkan pembeli langsung 

menerima barangnya.
13

 Terang berarti pemindahan hak tersebut harus 

dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh 

beberapa orang saksi. Sementara itu, dinyatakan oleh Hilman Jatikusumah 

bahwa perbuatan jual lepas (sebagai salah satu bentuk peralihan tanah) 

adalah perbuatan tunai (kontante handeling) yang berlaku dengan riil dan 

konkret, artinya nyata dan jelas dapat ditangkap dengan pancaindra. 

Penyerahan benda dan pembayaran harganya terjadi dengan tunai, sudah 

diserahkan dan sudah dibayar harganya, walaupun belum lunas semua 

pembayarannya. Pembayaran dalam jual lepas ini dapat berlaku 

pembayaran uang tunai pada saat terjadinya ijab kabul atau dibayar 

kemudian (utang). Jika terjadi ketika jual beli itu uang belum diterima 

                                                 
13

    Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya : Arkola, 2002, 

hlm. 37. 
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pembeli. Maka perjanjian itu tetap berlaku, mengenai pembayaran yang 

belum lunas merupakan perjanjian utang-piutang. 14
 

Namun, menurut Iman Soetignjo,
15

  pengertian “terang” dijelaskan sebagai 

berikut : 

 ”Mengalihkan hak atas tanah menurut hukum adat, harus dengan     

dukungan (medewerking) kepala suku/masyarakat hukum/desa agar 

perbuatan itu “terang”, dan sahnya (rechtsgeldigheid) ditanggung 

oleh kepala suku/masyarakat adat/ desa tersebut”. 

Kecuali itu, kepala suku/masyarakat hukum/desa harus menjamin agar 

hak-hak ahli waris, para tetangga (buren recht), dan sesama anggota suku 

(naastings recht) tidak dilanggar apabila tanah hak milik tersebut akan 

dijual lepas, dijual oyodan/tahunan atau gadai. Apabila akan digadaikan 

perbuatan hukum seperti tersebut tadi, maka : 

1) Harus ada persetujuan dari calon ahli waris apabila hubungan 

kekeluargaan masih kuat. Dalam hal yang akan membeli tanah itu 

untuk seterusnya, untuk satu musim, atau untuk suatu waktu tertentu 

(gadai) ; 

2) Hak tetangga (buren recht) dan hak sesama anggota 

suku/masyarakat hukum/desa (naastings recht) harus diperhatikan 

juga. 

Apabila perbuatan hukum tersebut di atas akan diadakan, maka 

kecuali para calon ahli waris, para tetangga yang tanahnya 

berbatasan harus diberi prioritas untuk membeli tanah yang akan 

dijual itu. Dan bilamana calon pembeli itu bukan anggota 

suku/masyarakat hukum/desa bersangkutan, maka anggota 

suku/masyarakat hukum/desa bersangkutan lebih dahulu harus 

diberi kesempatan untuk membeli tanah yang akan dijual itu. 

3) Apabila calon ahli waris, tetangga , atau sesama anggota suku tidak 

ada yang mau membeli, maka baru ada kemungkinan bagi bukan 

                                                 
14

    Hilman Jatikusumah, Hukum  Perjanjian Adat, (Bandung : Alumni, 1979, hlm. 123. 
15

    Iman Soetignjo, Politik Agraria Nasional, (Yogyakarta : Gadjah Mada University 

Press, 1994), hlm. 61-62. 
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anggota suku/masyarakat hukum/desa untuk membeli tanah 

tersebut. 

Untuk ini diperlukan keputusan desa dan atas dasar itu, oleh kepala 

suku/masyarakat hukum/desa yang bertindak keluar mewakili 

suku/masyarakat hukum/desa, diberikan izin kepada bukan anggota yang 

diperkenankan membeli tanah itu dengan harus membayar sewa bumi 

(retribusi) secara tetap, kecuali apabila ia lambat laun diterima sebagai 

anggota masyarakat desa tersebut. Pada saat transaksi diadakan, bukan 

anggota harus memberi sejumlah kecil uang sebagai pengukuhan. 

Perpindahan hak atas tanah bisa terjadi untuk selamanya atau 

secara gadai. Jika untuk selamanya maka penyerahan tanah dan 

pembayarannya dilakukan secara kontan tanpa syarat, jadi untuk 

seterusnya/selamanya; sedangkan gadai, yaitu penyerahan tanah dengan 

pembayaran kontan disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah 

mempunya hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang 

yang sama jumlahnya. Di dalam menjual gadai, yang menerima tanah 

berhak untuk mengerjakan tanah itu serta untuk memungut hasil tanah 

tersebut. Ia hanya terikat oleh janjinya bahwa tanah itu hanya dapat 

ditebus oleh yang menjual gadai. Apabila si pembeli gadai tersebut sangat 

membutuhkan uang, ia hanya dapat memindahkan gadai tanah itu lagi 

kepada orang lain selama sisa waktu dan sekali-kali tidak boleh menjual 

lepas tanah tersebut. Ia tidak dapat minta kembali uang yang diberikannya 

kepada yang menjual gadai, tetapi dalam transaksi demikian biasanya 

disertai dengan perjanjian tambahan, seperti : 

1) Kalau tidak ditebus dalam masa/waktu yang dijanjikan, maka tanah 

menjadi milik yang membeli gadai (pemegang gadai).
16

 

2) Tanah tidak boleh ditebus sebelum satu, dua, atau beberapa tahun 

sebagaimana disepakati.
17

 

                                                 
16

    Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1955 Nomor 26 

K/SIP/1955 mengatakan : “Adalah  pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila dalam hal 

menggadai tanah pihak masing-masing memikul separo dari risiko kemungkinan perolehan bagian 

nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu penggadaian dan pada waktu 

membeli tanah”. 
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b. Tanah Yang Tunduk Pada Hukum Barat 

Untuk peralihan hak atas tanah, perpindahan/balik namanya harus melalui 

overschrijving ambtenaar. Jadi, setalah dilakukan jual beli dihadapan 

Notaris, beralihnya hak harus lewat overschrijving ambertenaar. Di dalam 

tata hukum Indonesia sebelum berlakunya UUPA, hukum agraria meliputi 

kaidah hukum yang beraneka ragam. Kaidah-kaidah tersebut sekarang ini 

dapat dibicarakan sebagai satu rangkaian yang merupakan satu bidang 

hukum yang berdiri sendiri, yaitu hukum agraria; 

Pertama : karena kaidah-kaidah itu mempunyai objek yang sama, 

yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Kedua : membicarakan kaidah-kaidah tersebut sebagai satu kesatuan 

akan mempermudah orang mempelajarinya. 

 

2. 1. 2. Zaman Pemerintahan Jepang 

Selama masa Pemerintahan Penduduk Jepang, tidak banyak aturan 

yang dibuat berkaitan dengan pertanahan. Namun demikian, tidak berarti 

bahwa pada saat itu tidak ada perhatian sama sekali mengenai masalah 

hukum yang berkaitan dengan tanah. 
18

  

Pada saat pemerintahan penjajahan Jepang dikeluarkan  peraturan 

pelarangan  pemindahan hak atas benda tetap/tanah  (Osamu Serei) Nomor 

2 Tahun 1942 atau Nomor 2 tanggal 30 bulan 1 tahun Syoowa 18 (2063), 

juga penguasaan  atas tanah-tanah pertikelir  oleh Pemerintah Dai Nippon 

juga dinyatakan hapus. 

Tanah partikelir adalah tanah Hak Eigendom yang berasal dari 

Gubernemen Belanda pada saat Oost Indische Compagnie yang diberikan 

kepada pegawai tinggi Gubernemen atau yang dijual kepada rakyat biasa 

                                                                                                                                      
17

 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1955 Nomor 4 K/SIP/1961, 

menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 179) 

yang mulai berlaku 1 Januari 1961, tanah yang digadaikan lebih dari tujuh tahun, harus 

dikembalikan oleh pemegang gadai kepada si pemilik tanah tanpa membayar uang tebusan dan 

tanpa member kerugian suatu apa pun. 
18

 J.Kartika Soedjendro; Op.Cip; hlm. 53. 
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demi mendapatkan uang untuk menutup kas Gubernemen. Dengan politik 

tersebut, tuan-tuan tanah partikelir di samping mendapatkan keistimewaan 

yang bersifat kenegaraaan di atas tanah yang sangat luas. Yang dahulu 

disebut sebagai Land herlijke renchten dan di Indonesiakan menjadi ”Hak-

Hak Pertuanan” umpamanya hak untuk mengangkat atau mengesahkan 

pemilik serta memberhentikan kepala-kepala kampung/desa, hak untuk 

menuntut kerja paksa (rodi) atau untuk mengadakan pungutan-pungutan 

baik yang berupa uang atau hasil tanah dari penduduk, hak untuk 

mendirikan pasar-pasar, memungut biaya pemakaian jalan dan lain-

lainnya. Tanah partikelir bisa berupa seruruhnya tanah kongsi atau tanah 

usaha atau sebagian tanah kongsi dan sebagian tanah usaha. Tanah kongsi 

adalah bagian tanah partikelir yang dikuasai langsung oleh tuan tanah, 

sedangkan tanah usaha adalah bagian dari tanah partikulir yang dipunyai 

penduduk dengan apa yang disebut hak usaha yang sifatnya sama dengan 

hak milik adat.
19

 

 

2. 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Yang Diberi 

Kewenangan Dalam Pembuatan Akta Tanah. 

 Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) pada Pasal 1 angka 24 menentukan 

bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah 

tertentu. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 37 

tahun 1998) menentukan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. 

 Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka keberadaan PPAT 

seperti sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

                                                 
19

 Hasan Wargakusuma, Hukum Agraria I, (Jakarta : Gramedia 1992) hlm.22. 
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Tahun 1997 dan  Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, maka ia 

(PPAT) diberikan kewenangan khusus oleh Pemerintah untuk mewakili 

Pemerintah dalam hal perbuatan hukum yang meliputi hal-hal 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 sebagai berikut :
20

 

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 

tanah yang diakibatkan oleh berbuatan hukum itu. 

2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagai berikut: 

a. Jual beli ; 

b. Tukar menukar ; 

c. Hibah ; 

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (Inbreng) ; 

e. Pembagian hak bersama ; 

f. Pembagian HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik ; 

g. Pemberian hak tanggungan ; 

h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. 

 Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum mempunyai implikasi 

pada bentuk akta yang dibuatnya, yaitu akta otentik. Hal ini dapat dilihat 

dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
21

 

 Kedudukan PPAT dari seorang pejabat menjadi seorang pejabat 

umum, membawa posisinya sama dengan Notaris sebagai “Openbaar 

Ambtenaer”. PPAT dalam aktanya memuat persyaratan-persyaratan atau 

ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah 

                                                 
20

 Badan Pertahanan Nasional, Himpunan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah dan Djoko Walijatun (Widyaiswara) Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Peraturan Pejabat 

PPAT, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Manusia “Wiyatama”, Tanpa tahun 

terbit), hlm.4 
21

  Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan 

Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu kajian Mengenai UUHT), (bandung : Alumni, 

1999) hlm.26. 
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pihak. Ia harus memastikan bahwa perjanjian itu, berikut persyaratan-

persyaratannya benar seperti apa yang dituntut dalam perjanjian itu dalam 

peraturan Perundang-Undangan. 

 Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, jabatan PPAT terkesan 

sebagai “jabatan ikutan” Notaris, maka dalam kedua ketentuan tersebut 

kedua jabatan itu sama posisinya. Dengan merujuk pada lampiran Surat. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.SK.19/DDA/1971 tanggal 3 

April 1971, maka ketentuan yang menentukan bahwa pengangkatan 

seseorang menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah antara lain: harus 

ditunggu sampai yang bersangkutan diangkat menjadi Notaris, hal ini 

memperkuat kesan bahwa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah 

“jabatan ikutan” Notaris. 

 Namun demikian, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, kedua jabatan itu 

memiliki posisi yang sederajat. Dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 misalnya, Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT”. 

Sementara itu, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998, dari sekian persyaratan umum untuk menjadi PPAT, terdapat syarat 

khusus terutama ditentukan dalam huruf f, yang menetapkan bahwa 

seseorang harus merupakan Lulusan Program Pendidikan Spesialis 

Notariat atau Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah 

yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi. 

 Tidak dapat dipastikan, apakah kedua aturan itu merupakan 

terobosan terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 

SK.19/DDA/1971 tanggal 3 April 1971 yang memberi kesan jabatan 

PPAT sebagai “jabatan ikutan” Notaris. Kalaupun dianggap suatu 

terobosan, tidak dapat dipastikan pula, apakah ”langkah maju” tersebut 

terkait dengan pergeseran kedudukan PPAT sebagai pejabat umum seperti 

halnya Notaris. 
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 Kepastian tentang itu memang tidak dijelaskan secara tegas di 

dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. SK.19/DDA/1971 

tanggal 3 April 1971. Landasan yuridis terjadinya korelasi antara 

pergeseran kedudukan PPAT dengan kesederajatan Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah adalah dengan pembagian tugas yang tegas antara 

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris mengenai obyek perjanjian yang 

harus dibuatkan akta otentik bagi perjanjian-perjanjian yang berkaitan 

dengan tanah, sedangkan Notaris membuat akta otentik lain yang obyek 

perjanjiannya tidak berkaitan dengan tanah. 

 

2. 2. 1. Peran Sumber Daya Manusia Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam 

Membantu Menjalankan Tertib Pertanahan 

 Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 yang menetapkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah 

disamping sebagai Pejabat/Juru lelang dan Panitia Ajudikasi serta pihak-

pihak lain yang menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu telah ditunjuk 

sebagai pihak yang membantu Kepala Kantor dalam pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah sebagaimana disebutkan dalam 6 dari Peraturan 

Pemerintah dimaksud, yaitu sebagai berikut:
22

  

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor 

Pertanahan, dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat 

lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan”. 

Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam 

melaksanakan Pendaftaran Tanah, dapat diartikan Kepala Kantor 

Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat lain, 

seperti Pejabat/Juru Lelang, Panitia Ajudikasi dan lain-lain agar  

pelaksanaan Pendaftaran Tanahnya berhasil dengan baik. 

Untuk itu perlu dipahami unsur-unsur  bantuan atau dukungan dari 

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat lain, mengenai obyek dari 

                                                 
22

  Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta : Djambatan , 2003), hlm.487. 
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bantuan atau dukungan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah. Oleh karena dari Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mungkin 

diharapkan bantuan atau dukungan dari Pejabat lain, misalnya dalam 

bentuk pembuatan peta dasar, peta pendaftaran atau kegiatan lain yang 

tidak termasuk bidang tugas atau fungsi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Bantuan atau dukungan yang dapat dimintakan dari Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, misalnya  dalam bentuk pembuatan akta-akta secara benar atau 

profesional dengan selalu mengutamakan kecermatan, ketelitian, 

kerapihan dan kehati-hatian dengan memperhatikan kehendak para pihak 

yang menjadi pihak dari akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang 

tetap berpedoman kepada  peraturan perundangan yang berlaku. 

Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat diminta 

peranannya dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka 

Pemutakhiran (up dating) data fisik dan data yuridis yang ada di Kantor 

Pertanahan dengan cara mewajibkan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara 

tertib dan secara periodik untuk menyampaikan laporan dan akta-akta lain  

yang dibuatnya untu didaftarkan haknya kepada Kantor Pertanahan yang 

berwenang dalam tempo 7 hari kerja setelah penandatanganan akta 

tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 7 ayat (3) 

menentukan bahwa peraturan tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah tersebut akan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah tersendiri 

dan hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

 Bantuan atau dukungan yang paling berarti yang dapat diberikan 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kantor Pendaftaran Tanah 

adalah di dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menjalankan 

tugas-tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi. Jika Pejabat Pembuat 

Akta Tanah dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan suatu 

profesionalisme yang tinggi, maka akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 

akan dibuat dengan penuh kecermatan dan ketelitian dengan dilandasi 

kemampuan ilmiah dan dedikasi terhadap jabatan yang tinggi pula, 
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sehingga dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

sedemikian dapat diharapkan akan mencagah atau mengurangi  akta-akta 

dubious yang dibuat tanpa dilandasi profesionalisme. Akta-akta yang 

memuat kecerobohan atau keteledoran, semuanya itu merupakan awal 

sengketa pertanahan, yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan 

Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 5 tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) yang memberi kepastian hukum dan perlindungan 

hukum dalam bidang pertanahan. 

Beberapa prasyarat atau kondisi yang mutlak diperlukan untuk 

mencapai tingkat profesionalisme pada Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah adalh sebagai berikut : 

1. Dipegang teguhnya sikap dasar dari profesi Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, yaitu sikap ketidaktergantungan (independency atau 

onafhankelijk) dan ketidak berpihakan (inpartialiy atau on 

partijdig). 

2. Adanya Pengawasan yang efektif 

Salah satu persyaratan yang sangat penting dari suatu 

profesionalisme adalah adanya aparat pengawasan yang efektif atas 

pelaksanaan tugas profesi dan pengawasan tersebut sebaiknya 

datang dari dalam, yaitu yang berada dalam tubuh organisasi 

profesi yang bersangkutan itu sendiri. Sejajar dengan pendapat 

tersebut di atas, yaitu pendapat yang banyak dikemukakan oleh para 

pakar akhir-akhir ini yang berpendapat, bahwa dalam zaman ini 

kita tidak dapat terlalu mengharapkan penyelesaian perkara 

pertanahan melalui lembaga Peradilan baik Peradilan Umum 

maupun Peradilan Tata Usaha Negara. 

3. Tertib Hukum dan Ketaatasasan Dalam Pelaksanaan Peraturan 

Pendaftaran Tanah yang merupakan persyaratan yang penting 

lainnya bagi terwujudnya profesionalisme Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 
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4. Tersedianya prasarana dan waktu yang memadai dari Kantor 

Pertanahan yang diperlukan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam 

menjalankan tugasnya. 

  Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) butir a Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menetapkan bahwa Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dapat menolak untuk membuat akta, jika mengenai 

bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, 

kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau 

sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di 

Kantor Pertanahan. Oleh karena itu harus mencocokan data dalam sertipikat 

dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan sebelum membuat akta 

PPAT. 

 Saat ini belum ada standar prosedur bagi pengecekan sertipikat 

maupun pembakuan bukti pengecekan di Kantor Pertanahan, karena Kantor 

Pertanahan masih mempunyai prosedur pengecekan yang ditetapkan sesuai 

dengan kondisi masing-masing kantor. 

 

2. 2. 2. Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Akibat Akta Yang 

Berpotensi Konflik Di Pengadilan 

 Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai “Agent” dalam penanganan 

perjanjian peralihan hak atas tanah yang berpotensi konflik, selalu 

dihadapkan pada beberapa ketentuan karena :       

1. Syarat-syarat tertulis tidak terpenuhi;  misalnya: 

a. Sertipikat tanah yang menjadi obyek perjanjian sedang menjadi 

Jaminan Hutang / Agunan di Bank; 

b. Sertipikat tanah yang menjadi obyek perjanjian masih dalam 

proses permohonan; 

c. Sertipikat masih tercatat atas nama orang lain dan pembeli 

belum cukup umur untuk malakukan perjanjian; 

d. Jual beli tanah sawah; 

e. Jual beli bangunan di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) 

dimana pemilik tanah berbeda dengan pemilik bangunan. 
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2. Syarat-syarat tidak tertulis tidak terpenuhi  

a. Jual beli tanah yang sedang dijadikan Jaminan Hutang / 

Agunan  di Bank disertai dengan surat pernyataan pemberi 

utang bersedia menyerahkan sisa harga tanah setelah dikurangi 

utang peminjam. 

b. Jual beli dengan pembayaran angsuran berdasarkan 

kesepakatan para pihak. 

c. Jual beli dengan pembayaran angsuran di mana sertipikat 

disimpan di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai 

Jaminan Hutang. 

d. Jual beli disertai surat pernyataan memberi hak pertama kepada 

penjual untuk membeli kembali. 

e. Jual beli tanah dan rumah sebagai kompensasi utang penjual 

kepada pembeli. 

 Selama ini yang selalu dihadapi oleh seorang Pejabat Pembuat 

Akta Tanah adalah melakukan syarat-syarat yang paling utama yaitu 

adanya :  

1. Sertipikat Hak Milik; 

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 

3. Kartu Keluarga ; 

4. Bukti pembayaran  lunas  Pajak Bumi dan Bangunan tahun 

terakhir; 

5. Bukti pembayaran  lunas  Pajak Penghasilan oleh penjual dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh 

pembeli. 

6. Dll. 

 Akan tetapi pada sisi lainnya bila suatu syarat formal tidak  

terpenuhi, maka terdapat 2 (dua) cara yang harus dipenuhi yaitu : 

1. Menolak membuat akta yang diminta. 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menggunakan salah satu 

kewenangannya sebagai Notaris membuat suatu akta sebagai 
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langkah awal menuju pembuatan akta peralihan hak atas tanah, 

misalnya membuat Akta Pengikatan Jual Beli . 

Bahwa sengketa dibidang pertanahan dapat terjadi antara individu 

dengan individu, individu dengan badan hukum privat/badan hukum 

publik (Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara,  Badan Usaha Milik 

Daerah). Dalam tesis ini yang dibahas adalah sengketa pertanahan yang 

pelaksanaan peralihan haknya berdasarkan Akta Hibah No. 117/Kelapa 

Gading/1998 tanggal 23 April 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan 

Parlindungan Sirait, SH.,PPAT di Jakarta, antara Suami (Noto Budi 

Mulia) dengan Isteri (Tan Tjia Twan Nio), hal ini bertentangan dengan 

ketentuan pasal 1678 KUHPerdata (BW) dan Kantor Pertanahan Kota 

Jakarta Utara memproses untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah 

tersebut sehingga terbit sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919  

tanggal  23  April  1998 tercatat a.n Tan Tjia Twan Nio. 

 Bahwa sengketa dibidang pertanahan dapat diselesaikan 

dengan cara Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian dengan cara Litigasi 

bisa melalui Peradilan umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara 

(PTUN), sedangkan penyelesaian Non Litigasi adalah melalui arbitrase 

atau melalui musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang 

bersengketa.
23

  

 

2.3.   Pendaftaran Tanah secara Sporadik dan secara Sistematik 

 Dibawah ini dijelaskan mengenai pelaksanaan pendaftaran 

tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 

 Pengertian Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah : 

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali mengenai satu/beberapa 

onjek tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/kelurahan 

secara individu atau massal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 

Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. 

Pendaftaran Tanah secara Sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak 

yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah 

                                                 
23
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yang bersangkutan atau kuasanya. (Pasal. 1 angka 11, Peraturan 

Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997). 

 Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang melaksanakan 

pendaftarannya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

dimana letak tanahnya berada. 

 Pengertian Pendaftaran Tanah secara Sistematik adalah : 

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar 

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal.1 angka 10 

Peraturan Pemerintah Nomor.24 tahun 1997 tentang  Pendaftaran Tanah). 

 Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik diprakarsai 

oleh Pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka panjang dan 

tahunan dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasiaonal. 

Yang dimaksud wilayah adalah suatu Desa/Kelurahan yang belum 

ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran secara sistematik. 

 Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997, ditegaskan bahwa : Pendaftaran tanah secara sistematik 

diutamakan karena melalui cara ini akan mempercepat perolehan data 

mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan dari pada melalui 

pendaftaran tanah secara sporadik. 

 Yang  melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik 

adalah panitia Ajudikasi untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan 

setempat. 

Sedangkan pengertian Ajudikasi  sendiri  adalah  Kegiatan yang 

dilaksanakan  dalam rangka  proses pendaftaran tanah  untuk pertama kali, 

yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data 

yuridis, mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk 

keperluan pendaftarannya. 

1. Kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik 
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 Tugas Panitia Ajudikasi adalah membantu Kepala kantor 

Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah pertama 

kali secara sistematik. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, yang disebut “Ajudikasi” adalah 

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah 

untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran 

data fisik dan data yuridis mengenai satu keperluan pendaftarannya. 

 Kegiatan Panitia Ajudikasi dimulai dengan membuat Agenda 

bidang Tanah yang diajudikasi oleh satuan tugas pengumpul data 

yuridis dan memonitor bidang-bidang tanah yang telah selesai 

dibuatkan sertipikatnya. Untuk keperluan tersebut satuan tugas tata 

usaha berdasarkan data hasil ajudikasi oleh satuan tugas pengumpul 

data yuridis dengan Agenda yang dimaksud dibuat dalam bentuk buku 

yang halamannya dibuat kolom-kolom sesuai dengan keperluannya 

menurut petunjuk yang ditetapkan. 

 Dalam melaksanakan ajudikasi, diperlukan adanya alat-alat 

pembuktian pemilikan dan penguasaan tanah yang berupa : 

a. Alat bukti tertulis 

Alat bukti tertulis harus diserahkan kepada satuan tugas pengumpul 

data Yuridis oleh pemegang hak atas tanahnya atau yang 

menguasai tanah kuasanya dengan diberikan tanda terima, untuk 

dinilai kadar kebenarannya dan diproses lebih lanjut. 

Pengertian data yuridis adalah  keterangan menenai  status hukum 

bidang tanah dan satuan rumah susun  yang didaftarkan, pemegang 

haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang 

membebaninya. 

b.  Bukti tidak tertulis, berupa penguasaan fisik atas bidang 

tanah 

Alat bukti tidak tertulis berupa penguasaan fisik atas bidang tanah 

yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan 

dengan kesaksian oleh para pemilik yang berbatasan sekurang-

kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi, misalnya sesepuh kampung 
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atau orang yang cukup lama tinggal di Kelurahan setempat (tempat 

tinggal) serta kesaksian Lurah yang bersangkutan dimana letak 

tanah berada. 

c. Pembuktian melalui pengumuman dan pengesahan oleh 

Panitia Ajudikasi 

Apabila diperlukan pihan yang mengaku tersebut dapat 

mengangkat sampah, bahwa ia benar-benar pemegang hak atas 

tanah dimaksud. Surat pernyataan beserta kesaksiannya direkam 

dan merupakan dokumen penerbitan sertipikat hak atas tanahnya. 

Kemudian setelah itu data fisik dan data yuridis yang sudah 

dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi dan setelah selesai 

disidangkan dirangkum serta diumumkan selama 30 (tiga puluh) 

hari kerja di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kelurahan/Desa. 

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir tidak ada yang 

mengajukan keberatan, maka lembar peta bidang-bidang tanah dan 

daftar isian disahkan oleh Panitia Ajudikasi dengan suatu berita 

acara yang merupakan pula dokumen dalam rangka penerbitan 

sertipikat.rangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan 

satuan Rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai 

adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya . 

Pengertian data fisik sendiri adalah Ket 

2. Penyelesaian Masalah Oleh Panitia Ajudikasi 

Setelah suatu Desa/Kelurahan ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran 

tanah secara sistematik, Ketua Panitia Ajudikasi perlu 

mengumpulkan/mendapatkan informasi mengenai keadaan tanah di 

wilayah tersebut, terutama status hukum bidang-bidang tanah yang ada 

di kelurahan yang bersangkutan. Baik secara umum atau secara khusus 

dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui : 

a. Kantor Pertanahan Kota/kabupaten 

Dari Kantor Pertanahan dapat diperoleh data tanah yang telah 

didaftarkan, yaitu jenis hak atas tanah yang telah didaftarkan untuk 

kelurahan/desa, hak-hak pihak lain yang membebani bidang tanah 
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yang bersangkutan, dan ada/tidaknya sengketa terhadap sesuatu 

bidang tanah tertentu. 

b. Lurah/Kepala Desa 

Dari Lurah/Kepala Desa dapat diperoleh informasi mengenai 

bidang tanah yang sedang disengketakan, baik yang dupayakan 

penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat maupun yang 

telah ada keputusannya (dalam proses banding atau kasasi atau 

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap) termasuk pula 

bidang-bidang tanah yang masih dalam tahap perselisihan. 

c. Pihak-pihak lain yang keterangannya dapat dipercaya 

kebenarannya 

Informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya kebenarannya, 

dapat diperoleh sewaktu Tim Satuan Tugas Ajudikasi melakukan 

pengumpulan data fisik dan data yuridis di lapangan, sebab dari 

data setiap bidang tanah yang dikumpulkan Tim Satuan Tugas 

Ajudikasi akan memperoleh informasi bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan terjadi sengketa atau tidak ada sengketa, yang 

diterima langsung dari pemilik tanah atau pemegang haknya. Dapat 

pula informasi ada atau tidaknya sengketa dari para tetangga yang 

berbatasan atau dari Ketua RT yang bersangkutan. 

 Dapat pula informasi terjadinya sengketa setelah dilaksanakan 

pengumuman setelah 30 hari di Kantor Panitia Ajudikasi atau di 

Kantor Kelurahan/Desa yang bersangkutan. Karena melalui 

pengumuman tersebut warga setempat diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan/sanggahan atas kebenaran data fisik dan 

data yuridis bidang tanah yang bersangkutan kepada Panitia 

Ajudikasi. 

 Berdasarkan faktanya dilapangan, pada umumnya sanggahan 

atau keberatan yang diajukan adalah mngenai : 

a. Adanya perbedaan luas antara hasil pengukuran Panitia 

Ajudikasi dengan ukuran yang tercantum surat bukti pemilikan 

atau dalam surat tanda bukti pembayaran PBB. 
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b. Kesalahan mencantumkan nama yang berhak dalam surat bukti 

pemilikan yang berbeda dengan nama yang disebutkan dalam 

KTP. 

c. Belum ada kesempatan dalam pembagi warisan diantara para 

ahli waris, sehingga sanggahan/keberatan yang bersangkutan 

wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Panitia 

Ajudikasi dengan melampirkan fotokopi surat-surat bukti 

pemilikan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan itu, 

misalnya surat keterangan waris, surat keterangan mati , kartu 

kekuarga dan lain-lain  dengan mengisi daftar isian yang telah 

disiapkan dan diagendakan di Bagian Tata Usaha Panitia 

Ajudikasi. 

3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan oleh Panitia Ajudikasi : 

Apabila terjadi sengketa pertanahan maka ada beberapa hal yang  

harus dilakukan oleh Panitia Ajudikasi, yang antara lain sebagai 

berikut : 

a. Ketua Tim Ajudikasi mengumpulkan informasi secara lengkap dari 

Kantor Pertanahan dan Kepala Desa/Lurah sebelum menurunkan 

suatu tugas ke lapangan. 

b. Satuan tugas pengumpul data yuridis turun ke lapangan 

mengumpulkan data yuridis dan data fisik. 

c. Dilakukan pengumuman hasil pengumpulan data satuan tugas. 

Bila suatu sengketa telah teridentifikasi berdasarkan informasi 

Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala desa/lurah sebelum satuan 

tugas turun ke lapangan, maka keberadaan sengketa tersebut dicatat 

pada daftar isian yang disediakan. Selanjutnya pada saat satuan 

tugas turun ke lapangan meninjau bidang tanah obyek sengketa, 

keberadaan sengketa tersebut merupakan peringatan adanya suatu 

sengketa di lokasi proyek. 

Pada saat pengumpulan data yuridis turun ke lapangan pada saat itu 

mungkin dijumpai sengketa atau perselisihan di atas tanah yang 

sedang diteliti oleh Panitia Ajudikasi. Sesuai ketentuan Pasal 19 
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ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 20. 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala. Badan Pertahanan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Panitia Ajudikasi mempunyai tugas 

dan kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian sengketa 

tersebut secara damai. Keberadaan sengketa tersebut dicatat sesuai 

status sengketa tersebut. Setiap hasil penyelesaian sengketa perlu 

dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara perdamaian 

yang disaksikan oleh Panitia Ajudikasi. 

Selama masa pengumuman hasil ajudikasi diberi kesempatan 

mengajukan sanggahan atau bantahan mengenai data 

pemilikan/penguasaan yang sedang diumumkan tersebut. 

Sanggahan dan bantahan diajukan langsung kepada Panitia 

Ajudikasi dengan menyebutkan alasan serta menyampaikan bukti-

buktinya. Panitia Ajudikasi wajib menyediakan daftar isian yang 

seragam yang harus diisi oleh penyanggah. Dengan tersedianya 

daftar isian yang seragam tersebut sangat memberikan kemudahan 

bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpendidikan 

rendah. 

a. Upaya Penyelesaian Sengketa 

Setiap upaya penyelesaian sengketa yang timbul harus 

dilakukan melalui musyawarah disaksikan oleh Panitia 

Ajudikasi. Bila dapat dicapai penyelesaiannya atas sengketa 

tersebut, hal itu perlu dituangkan dalam bentuk tertulis, 

misalnya dalam bentuk berita acara perdamaian yang 

ditandatangani oleh semua pihak beserta Panitia Ajudikasi 

dilengkapi dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dan Berita Acara Perdamaian  tersebut ditanggali pada saat 

dibuat. 

 Pada umumnya temuan di lapangan (Kelurahan/Desa), 

sengketa mengenai luas bidang tanah yang mereka kuasai, 

terutama apabila luas yang diumumkan lebih kecil daripada 

luas yang tercatat pada surat bukti yang mereka miliki, 
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khususnya luas data PBB. Penelitian ulang dari hasil 

pengukuran dan penghitungan luas serta batas di lapangan 

perlu dilakukan yang disaksikan oleh pihak yang mengajukan 

bantahan. 

b. Tata Cara Penyelesaian Sengketa  

Tata cara penyelesaian sengketa berikut ini dapat ditempuh 

sebagai salah satu usaha penyelesaian sengketa. Beberapa yang 

di bawah ini dapat dijadikan pedoman sebagai berikut : 

1) Untuk keperluan pengajuan sanggahan/bantahan perlu 

disediakan daftar isian yang berfungsi sebagai surat 

pengajuan sanggahan resmi dari pihak yang 

berkepentingan. 

2) Daftar isian tersebut berisi uraian singkat mengenai 

sanggahan/bantahan tersebut dengan menunjuk dan 

melampirkan bukti-bukti yang mendukung 

sanggahan/bantahan tersebut. 

3) Surat pengajuan sanggahan/bantahan tersebut dialamatkan 

kepada Panitia Ajudikasi untuk keperluan penilaian 

mereka. 

4) Ketua Panitia Ajudikasi wajib mengadakan rapat untuk 

memeriksa dan mempertimbangkan sanggahan/bantahan 

tersebut serta bukti-bukti pendukungnya. Pihak-pihak yang 

diundang dalam rapat tersebut adalah : 

a) Semua anggota panitia ajudikasi; 

b) Pihak yang melakukan sanggahan/bantahan; 

c) Pihak yang berhak atas tanah; 

d) Pihak-pihak lain yang berkepentingan, misalnya 

pemegang hak tanggungan atas bidang tanah tersebut. 

5) Pada rapat tersebut para pihak yang bersangkutan wajib 

diberi penjelasan tertulis mengenai keputusan Panitia 

Ajudikasi serta pertimbangannya. Kepada para pihak wajib 

diberikan suatu jangka waktu tertentu guna 
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mempertimbangkan apakah mereka dapat menerima 

Keputusan  dari Panitia Ajudikasi tersebut di atas. 

6) Apabila diantara para pihak ada yang tidak dapat menerima 

keputusan Panitia tersebut, sehingga masalahnya tetap tidak 

terselesaikan, Panitia Ajudikasi wajib memberitahu secara 

tertulis kepada pihak yang tidak menerima keputusan 

panitia tersebut. Isi surat pemberitahuan tersebut antara lain 

adalah bahwa pihak yang tidak menerima keputusan panitia 

tersebut mempunyai hak untuk membawa 

sengketa/perselisihan tersebut ke Pengadilan dalam jangka 

waktu 60 (enam puluh) hari (vide Pasal 30 Peraturan 

Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997). 

7) Surat pemberitahuan itu harus berisikan pula informasi 

mengenai akibat-akibat dibawanya sengketa/perselisihan 

tersebut ke Pengadilan dan akibat-akibat tidak dibawanya 

masalah tersebut ke Pengadilan dalam jangka waktu yang 

disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut. 

8) Jangka waktu yang diberikan oleh Panitia Ajudikasi 

tersebut  pada angka 5 harus memberikan cukup waktu agar 

semua pihak dapat mempertimbangkan secara masak 

permasalahannya. 

9) Apabila sengketa/perselisihan tersebut dibawa ke 

Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam 

surat pemberitahuan, maka proses ajudikasi dan 

pembuktian hak serta penerbitan sertipikatnya ditunda 

sampai diterbitkannya Keputusan Pengadilan yang 

mempunyai kekuatan pasti.     

 

2. 4. Pengertian, Ruang Lingkup dan Pengaturan Hukum Waris 

 Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. 

Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang 

hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau 
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yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.
24

 

Dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW) hak dan 

kewajiban dibidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban tyang diatur 

dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Benda, dan 

Buku ke III tentang Perikatan. Terhadap ketentuan tersebut diatas, ternyata ada 

juga hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak beralih, misalnya : 

a. Hubungan  kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan 

yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat 

erat dengan Pewaris; 

b. Keanggotaan dalam Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 ayat 

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi 

kuasa, diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

d. Hak untuk menikmati hasil orang tua/ wali atas kekayaan anak yang 

dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian, berakhir dengan 

meninggalnya si anak, diatur dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata; 

e. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya si Pemakai  yang 

memiliki hak tersebut, diatur dalam Pasal 807 KItab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

 Selanjutnya terdapat hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga yang 

ternyata dapat diwariskan, misalnya : 

a. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak, ternyata dapat 

dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 

257 jo. Pasal 252 jo. Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata; 

b. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para 

ahli warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah diajukan oleh anak yang 

                                                 
24

 H. F. A Vollmar. Pengantar Studi Hukum Perdata ( Jakarta : Rajawali, 1989) , 

terjemahan I. S. Adiwimarta, Edisi  1 , cetakan 2, halaman 375  
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menuntut keabsahan, yang sementara perkaranya berlangsung telah 

meninggal dunia. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 269, 270, 271 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, secara garis besar menetapkan 

bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh 

pengadilan dinyatakan sebagai anak sah. 

  Hukum Waris ditempatkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (tentang Benda) dengan alasan karena hak mewaris diidentikkan 

dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata  dan karena hak waris sebagai salah satu cara untuk 

memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.
25

 Pendapat Hukum Waris dalam Buku II Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tersebut diatas, menimbulkan reaksi di kalangan para ahli 

hukum. Para ahli hukum berpendapat, bahwa dalam Hukum Waris tidak hanya 

terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek lainnya, 

meskipun sebenarnya hukum waris termasuk ke dalam hukum harta. Aspek-aspek 

hukum lainnya yang terkait adalah : 

1. Aspek Hukum Harta Kekayaan Tentang Perikatan 

Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat 

juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa 

sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan). 

2. Aspek Hukum Keluarga 

Pada pewarisan menurut undang-undang hanya syarat utama untuk tampil 

sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini berarti terkait 

dengan aspek Hukum Keluarga. 

 Menurut ketentuan dalam title ke-11 Buku Kedua Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata , syarat-syarat umum pewarisan adalah sebagai berikut : 

                                                 
25

 Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Hak milik atas suatu kebendaan tak 

dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena 

daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan 

karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan 

hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.  
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a. Ada orang yang meninggal dunia. 

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa 

Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian yang dimaksud 

adalah kematian yang wajar. 

b. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat 

pewaris meninggal dunia 

Menurut ketentuan Pasal 836 Kitab Undang Hukum Perdata, untuk dapat 

bertindak sebagai ahli waris si ahli waris harus hadir pada saat harta 

peninggalan jatuh meluang atau warisan terbuka. Berkaitan dengan hal 

tersebut di atas, perlu diperhatikan  aturan Pasal 2 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap 

sebagai subyek hokum  dengan syarat yaitu, telah dibenihkan, dilahirkan 

hidup dan ada kepentingan yang menghendaki (warisan).  

  Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan 

kewajiban dibidang hukum kekayaan saja. Seperti telah dijelaskan, bahwa ada hak 

dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang, atau tidak dapat terletak 

dibidang hukum kekayaan ternyata dapat diwariskan. Sebaliknya ada hak dan 

kewajiban yang termasuk dalam bidang hukum kekayaan ternyata tidak dapat 

diwariskan. Kemudian dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak 

dan kewajiban Pewaris beralih pada ahli warisnya. 

 

2. 5. Perbuatan Melawan Hukum  

 Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan 

hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan 

hukum pidana (delik) atau perbuatan pidana mempunyai arti, konotasi dan 

pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa Negara atau yang disebut dengan 

“onrechtmatige overheidsdaad” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan 

hukum yang juga berbeda. Istilah perbuatan melawan hukm yang dimaksud, di 

dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “onrechtmatige daad” atau di dalam 
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Bahasa Inggris disebut dengan istilah “tort”. Kata tort itu sebenarnya hanya 

berarti “salah”. Akan tetapi khususnya didalam bidang hukum, kata ”tort” 

tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang 

bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam system Hukum Belanda atau di 

Negara-negara kontinental lainnya. 

 Pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu system hukum yang 

kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat 

tercapai seperti suatu keadilan hukum dengan hidup secara jujur, tidak merugikan 

orang lain dan memberikan orang lain haknya. Menurut ketentuan Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  yang dimaksud dengan perbuatan 

melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. 

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan hukum, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; 

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian); 

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 

Jika ditilik dari model pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan 

KItab Undang-Undang Hukum Perdata di Negara-negara lain dalam system 

hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai 

berikut : 

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata; 

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata; 

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas 

ditemukan dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Ada juga yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum sebagai kumpulan 

dari prinsip-prinsip hukum bertujuan untuk mengontrol / mengawasi atau 

mengatur perilaku yang berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu 

kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti kerugian 

terhadap korban dengan sesuatu gugatan yang tepat. Beberapa definisi lain yang 

pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut : 

1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban 

kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi; 

2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya 

kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, 

dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu 

perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan; 

3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban 

mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak 

memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi; 

4) Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti rugi dapat dituntut yang 

bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap 

kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya. 

5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, 

atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak 

orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan 

kontraktual; 

6) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bebas 

bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan 

oleh hukum, dan karenanya suatu ganti kerugian dapat dituntut oleh pihak 

yang dirugikan; 

7) Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.   

 Pada awalnya pengadilan menafsirkan perbuatan “melawan hukum” hanya 

sebagai pelanggaran biasa dari pasal-pasal hukum tertulis yang semata-mata  

hanya merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku, sejak 

tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan 

perbuatan “melawan hukum”, bukan hanya untuk pelanggaran perundang-
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undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap 

pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup 

masyarakat. Sejak saat itu perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas 

yaitu, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang 

bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan 

dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau 

keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.  

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu 

perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui 

oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak –hak pribadi, Hak-hak Atas Kekayaan, 

Hak atas Kebebasan serta Hak atas Kehormatan dan Nama Baik. Perbuatan 

melawan hukum lainnya adalah jika perbuatan tersebut bertentangan dengan 

kewajiban hukum dari pelakunya, yaitu suatu kewajiban yang diberikan oleh 

hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi 

bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga bertentangan 

dengan hak orang lain menurut undang-undang. Kemudian perbuatan melanggar 

hukum lainnya adalah tindakan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian 

apabila dengan tindakan melawan hukum tersebut telah terjadi kerugian bagi 

pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti 

kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum tersebut. Selanjutnya 

perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam 

pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap sebagai perbuatan melawan 

hukum. Menurut ketentuan didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-

unsur sebagaimana berikut : 

a) Adanya suatu perbuatan; 

b) Perbuatan tersebut melawan hukum; 

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

d) Adanya kerugian yang diderita korban; 
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e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

 

2. 6. Peralihan Hak Atas Tanah 

 

2. 6. 1. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah 

 Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum memindahkan 

suatu hak atas tanah yang dimilikinya kepada orang lain. Menurut John Salindeho, 

pengertian peralihan hak atas tanah dengan pemindahan hak atas tanah adalah 

sama. Ia berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah atau pemindahan hak atas 

tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan atau 

mengalihkan hak atas tanah dari yang mengalihkan kepada yang menerima 

pengalihan
26

. Sedangkan menurut Haryanto dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria Pasal 20 ayat (2) ditentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak milik yang dapat 

dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan dan diberikan dengan wasiat. 

Pengertian dialihkan menunjukkan bahwa hak milik dapat berpindah kepada pihak 

lain karena adanya perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar 

pihak lain memperoleh hak tersebut.
27

 Sedangkan menurut Effendi Perangin-

Angin pemindahan hak menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang 

kepada orang lain. Jadi pemindahan adalah suatu perbuatan hukum yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan 

kepada yang menerima pengalihan. Setiap peralihan hak atas tanah yang 

dilakukan oleh seseorang kecuali pemindahan hak melalui lelang, harus 

didasarkan pada suatu akta yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam 

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 Di dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 

ditetapkan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 

pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan 

                                                 
26

 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta : Grafika, 1993), 

halaman 37  
27

 Haryanto, Cara Mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah, (Surabaya : Usaha Nasional, 

1981), halaman 3  
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untuk memindahkan hak milik dan pengawasannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat 

dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak 

langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga 

Negara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai 

kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan 

oleh Peraturan Pemerintah tersebut adalah batal demi hukum dan tanahnya jatuh 

kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya 

tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak 

dapat dituntut kembali. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 

susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui 

lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan dapat 

mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya, yang dilakukan antara perorangan / 

individu sebagai Warga Negara Indonesia yang tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan kadar kebenarannya 

dianggap cukup untuk mendaftar peralihan hak atas tanah yang bersangkutan. 

Dengan demikian, setiap perbuatan peralihan hak atas tanah tersebut harus 

didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat dimana letak tanah berada dengan 

terlebih dahulu dibuatkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini perlu agar 

peralihan hak atas tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat, 

sehingga bila terjadi sengketa pertanahan di kemudian hari dan penerima 

peralihan hak atas tanah tersebut mempunyai bukti otentik berupa sertipikat hak 

atas tanah tersebut adalah miliknya harus mendapat perlindungan secara hukum. 

 

2. 6. 2. Hak-Hak Atas Tanah Yang Dapat Dialihkan 

 Hak-hak atas tanah yang dapat dialihkan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 

1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah 

sebagai berikut : 
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a. Hak Milik 

Hak milik adalah hak turun temurun,  terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai oleh orang atas tanah, karenanya tidak dapat digangu gugat 

atau tidak terbatas jangka waktunya dan  dapat diwariskan kepada ahli 

warisnya, dapat dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat, dapat 

menjadi induk dari hak-hak atas tanah lainnya, dapat dibebani dengan 

hak-hak atas tanah lain, dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 

hak tanggungan, dapat dilepaskan oleh yang mempunyai hak atas tanah 

dan dapat diwakafkan.  

 Subyek Hak Milik adalah : 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Badan Hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-

badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik (misalnya, 

bank-bank pemerintah misalnya, Bank Indonesia, Bank Rakyat 

Indonesia, Badan Hukum yang bergerak dibidang Keagamaan, 

Badan Hukum yang bergerak di bidang sosial).  

Dengan berkembangnya tuntutan hukum ternyata banyak bank-bank 

pemerintah yang telah berubah status hukumnya yaitu dari perusahaan 

milik pemerintah menjadi perusahaan terbuka (Tbk), maksudnya adalah 

tidak seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, tetapi sebagian oleh 

swasta atau perorangan. 

Kewenangan Pemberian Hak Milik atas Tanah 

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah, maka pemberian Hak Milik 

tersebut kewenangannya adalah sebagai berikut : 
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1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  

a) Pemberian Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luas 

tanahnya tidak lebih dari 20.000 m
2
 

b)  Pemberian Hak Milik atas Tanah non Pertanian yang 

luas tanahnya tidak lebih dari 2.000 m
2
 

c) Pemberian Hak Milik atas Tanah dalam rangka 

pelaksanaan program : Transmigrasi, Redistribusi Tanah, 

Konsolidasi Tanah, Pendaftaran Tanah yang bersifat 

Strategis dan lain-lainnya.  

2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi : 

a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah 

pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu 

meter persegi).  

b.  pemberian Hak Milik untuk badan hukum atas tanah 

pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu 

meter persegi).  

c.  pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya 

lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi) dan tidak lebih 

dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi) 

3) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang 

tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil 

Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan. 

b. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang 

diatur melalui Pasal 29 UUPA. Bentuk usaha yang dapat dilakukan 

diatas tanah yang memiliki sertipikat hak guna usaha berupa perusahaan 

pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Hak Guna Usaha 
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juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dasar peralihan 

haknya berupa Akta Peralihan Hak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang wilayah hukumnya sama dengan letak tanahnya 

kemudian dibalik nama berupa Sertipikat Hak Guna Usaha. 

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah 

Negara dengan luas minimum adalah 25 hektar dan luas maksimum 

kepada perorangan adalah 25 hektar, sedangkan luas maksimum tanah 

yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada Badan Hukum 

ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan dari 

pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan dengan 

mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha 

yang paling berdaya guna di bidang yang bersangkutan. 

Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk, pemberian Hak Guna Usaha wajib 

didaftarkan dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan. Sehingga 

lahirnya Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftarkan oleh Kantor 

Pertanahan dalam Buku Tanah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang  berlaku dan sebagai tanda bukti haknya kepada 

pemegang Hak Guna Usaha diberikan Sertipikat Hak atas Tanah. 

 Subyek Hak Guna Usaha adalah : 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun 

dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak 

Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak 

Tanggungan, sehingga dengan berakhirnya Hak Guna Usaha, maka Hak 

Tanggungannya ikut menjadi hapus.  
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Hapusnya Hak Guna Usaha adalah sebagai berikut : 

1) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

keputusan pemberian atau perpanjangannya; 

2) Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum 

jangka waktunya berakhir karena melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan 

lain-lain. 

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir secara suka rela; 

4) Dicabut haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 

1961; 

5) Diterlantarkan tanahnya; 

6) Tanahnya musnah, dan lain-lain. 

c. Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan  mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam 

jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk 

jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak Guna Bangunan terjadi 

mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara karena penetapan 

pemerintah dan mengenai tanah hak milik karena perjanjian yang 

berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak 

yang akan memperoleh Hak Guna Bangunan yang bermaksud 

menimbulkan hak tersebut. Hak Guna Bangunan dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain dengan syarat atau perjanjian yang jelas dan 

benar menurut hukum. 
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Tanah yang dapat diberikan HGB adalah : 

1. Tanah Negara. 

2. Tanah Hak Pengelolaan 

3. Tanah  Hak Milik. 

      Subjek Hak Guna Bangungan adalah  : 

1.  Warganegara Indonesia. 

2. Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia. 

3) Hak Sewa 

Hak Sewa adalah hak untuk mempergunakan tanah milik orang 

lain dengan membayar kepada pemiliknya uang sebagai sewa. 

4) Hak Pakai 

Hak Pakai adalah nama  kumpulan dari hak-hak untuk 

menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah Negara atau 

tanah hak milik orang lain, yang memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberiannya 

oleh Pejabat yang memberikannya atau dalam perjanjian dengan 

pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah ataupun penggunaan tanah yang lain, 

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan UUPA. Hak pakai ini dapat diberikan selama jangka 

waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk 

keperluan tertentu dan dengan cuma-cuma dengan pembayaran 

atau jasa berupa apapun.  

Tanah yang dapat diberi Hak Pakai : 

1.  Tanah Negara. 

Akta ppat..., Hot Martuahman, FH UI, 2011



 

Universitas Indonesia  

48 

2.  Tanah HPL 

3.  Tanah Hak Milik. 

Subjek Hak Pakai : 

a. Warga Negara Indonesia. 

b.  Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

d. Departemen, lembaga  pemerintah non departemen  dan 

Pemerintah Daerah. 

e.  Badan-badan keagamaan dan social 

f.  Badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia. 

g. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan internasional   

5) Hak Gadai 

Hak Gadai adalah hak untuk menggunakan tanah kepunyaan orang 

lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut 

belum dibayar lunas, tanah yang bersangkutan tetap berada dalam 

tangan pemegang gadai. 

6) Hak Usaha Bagi Hasil 

Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak untuk mengusahakan tanah 

pertanian berdasarkan perjanjian antara pemiliknya dan seseorang 

atau sesuatu badan hukum, berdasarkan perjanjian mana penggarap 

diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha 

pertanian diatas tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasil 

antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang diadakan 

sebelumnya. 
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2. 6. 3. Cara Pemindahan Hak 

 Menurut Pasal 37 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

peralihan hak atas tanah dengan cara pemindahan hak atas tanah terjadi karena 

beberapa perbuatan hukum, yaitu : 

a. Jual beli 

Jual beli tanah diartikan sebagai suatu perbuatan yang merupakan 

penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli untuk selama-

lamanya dan pembeli berkewajiban memberikan uang harga yang telah 

disepakati kepada penjual. Penyerahan hak yang dilakukan oleh penjual 

kepada pembeli tersebut mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik 

atas tanah dari penjual kepada pembeli sebagai pemilik hak baru, supaya 

perbuatan jual beli tersebut memperoleh bukti. 

b. Pemberian dengan wasiat 

Pemberian dengan wasiat ini dilakukan pada saaat pemiliknya masih 

hidup, tetapi haknya baru beralih setelah ia meninggal dunia. Selama ia 

masih hidup, maka apa yang diwariskan tersebut masih dapat diubah 

atau ditarik kembali. 

c. Pemasukan Dalam Perusahaan  

Dalam hal ini pihak yang memasukkan tanah ke dalam perusahaan akan 

mendapat imbalan berupa saham dalam perusahaan yang bersangkutan. 

 

d.  Hibah 

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu 

hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang 

menerima penyerahan itu. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda 

yang sudah ada. 
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2. 7.  Pembahasan Kasus 

 Perkara yang diangkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 

 

2. 7. 1. Putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

Pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Para Penggugat mengajukan 

Surat Gugatan tertanggal 13 Mei 2003, yang telah didaftarkan  di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara  dibawah Register Perkara Perdata Nomor 

119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut dengan para pihak sebagai berikut : 

1. Hadi Budi Mulia     

Bertempat tinggal di Jalan Taman Jeruk III/16 Rt 006/005 Kelurahan 

Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, bertindak untuk 

sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari, sebagai Penggugat I; 

2. Mirah Budi Mulia   

Beralamat di Jalan Peti No. 37 Rt. 008/006 Kelurahan Menteng, 

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai Penggugat II; 

3. Djoko Budi Mulia   

Beralamat di Permata Pamula G. 15/20 Rt. 10/05 Kelurahan Bakti Jaya, 

Kecamat Cisaule, Tangerang, sebagai Penggugat III; 

4. Rini Riawati,  

Beralamat di Taman Aries E 4/12 A Rt. 002/08 Kelurahan Maruya Utara, 

Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai Penggugat IV  

5. Tan Tjia Twan Nio 

Beralamat di Jalan Janur Elok IV Blok QD-4 Kav. No. 6 Kelurahan 

Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa, Jakarta Utara, selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat I. 
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6. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara  

beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27-29, Jakarta utara, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. 

7. Parlindungan Sirait, SH, PPAT.  

Beralamat di Jalan Letjen Suprapto, sekarang tidak diketahui lagi 

alamatnya, selanjutnya disebut sebagai  Tergugat III. 

   Sebelum proses persidangan dilanjutkan,  Hakim Pengadilan 

Negeri menawarkan untuk melakukan  perdamaian kepada para pihak  dengan 

acara Mediasi I (Pertama) pada tanggal 10 Juni 2003 dan pada Mediasi Ke II 

(kedua) pada tanggal 17 Juni 2003 namum Para Pihak tetap ingin melanjutkan 

acara Persidangan karena para Pihak tidak dapat didamaikan. 

   Kuasa hukum dari Tergugat I adalah dari  Kantor 

Advokat/Pengacara C. Suhadi,SH.& Partners 

Pada kasus ini yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara adalah : 

a. Sebidang tanah  seluas 300 M2 yang berdiri diatasnya sebuah 

rumah dii jalan Janur Elok IV Blok QD 4/06 RT.002/06 Kelurahan 

Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;  

b. Akta Hibah Nomor 117/Kelapa Gading/1998 yang dibuat 

dihadapan Parlindungan Sirait, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

tanggal 23 April 1998; 

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 919 tercatat atas nama Tan 

Tjia Twan Nio, luas 300 M2 letak di Kelurahan Kelapa Gading 

Barat, KecamatanKelapa Gading, Kota Jakarta Utara. 

Para Penggugat dalam persidangan menyampaikan kepada  Majelis Hakim  

hal-hal sebagai berikut  : 

1. Bahwa penggugat II ( Mirah Budi Mulia d/h Tan Tsjioe Nio)  telah 

menikah dengan NOTO BUDI MULIA d/h Lie Gustaraf See Kiat di 

Kantor Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1954 Nomor 

176/1954.  
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2. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikarunia 3 orang anak masing-masing: 

a. Hadi Budi Mulia/Wie Han, laki-laki, lahir di Jakarta pada 

tanggal 26 Juni 1955 No. 3806/1955 (Penggugat I)  

b. Djoko Budi Mulia, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 

Juni 1957, Nomor 4805/1955 (Penggugat III)  

c. Rini Riawati, perempuan, lahir di Jakarta, tanggl 14 April 

1961 Nomor 102/1961. (Penggugat Iv)  

d. Bahwa dari Pernikahan tersebut terdapat harta bersama berupa 

sebidang tanah seluas 300 M2 yang berdiri diatasnya sebuah 

rumah setempat dikenal oleh umum di Jalan Janur Elok IV 

Blok QD 4/06 Kelurahan Gading Barat Kecamatan Kelapa 

Gading, Jakarta utara  

3. Bahwa Penggugat II (Mirah Budi Mulia d/h Tan Tsjioe Nio) bercerai di 

Catatan Sipil di Jakarta dengan suaminya yaitu Noto Budi Muli d/h Lie 

Gustaaf See Kiat pada tanggal 31 Oktober 1980 sebagaimana  akte 

Perceraian Nomor 19/1980;  

4. Bahwa Noto Budi Mulia kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan 

Tan Tjia TwanNio (TergugatI)diKantorCatatanSipil di Jakarta pada 

tanggal 26 Mei 1983 No. 1479/1983; 

5. Bahwa dari Pernikahan kedua tersebut Noto Budi Mili dengan Tergugat I, 

tidak dikarunia seorang anakpun maupun mengangkat anak sebagai anak 

angkat yang sah; 

6. Bahwa sebelum perkawinan kedua Nota Budi Mulia tersebut berlangsung . 

telah disepakati oleh keduanya untuk membuat Surat Perjanjian Kawin 

Pemisahan Harta Bersama di Kantor Notaris/PPAT  F.J Mawati, di jalan 

jati Baru No. 45 A, yang ditanda tangani oleh Ny. Daisy Rosalina Suniaji, 

SH;  
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7. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kawin mengenai pemisahan harta 

bersama antara Noto Budi Mulia dengan Tan Tjia Twan Nio (Tergugat I) 

yang dilakukan didepan Notaris / PPAT F.J. Mawati tersebut, maka 

jelaslah bahwa harta milik isteri pertama yaitu Penggugat II beserta ketiga 

orang anaknya yaitu Hadi Budi Mulia, Djoko Budi Mulia dan Rini 

Riawati; 

8. Bahwa meskipun telah jelas adanya Perjanjian Kawin tersebut namun 

tanpa sepengetahuan Para Penggugat, ternyata bidang tanah berikut rumah 

milik satu – satunya yang didapat dalam perkawinan yang pertama 

tersebut telah beralih kepemilikan kepada Tergugat I (Tan Tjia Twan Nio) 

atas dasar Akta Hibah No.117/Kelapa Gading/1998 tanggal 23 April 1998 

yang dibuat oleh PARLINDUNGAN SIRAIT,SH.PPAT (Tergugat III);  

9. Bahwa Noto Budi Mulia telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 12 

Oktober 2002 sebagaimana Akta Kematian No. 1.127/U/JB/2002; 

10. Bahwa setelah Noto Budi Mulia meninggal dunia, maka kami Penggugat I 

Hadi Budi Mulia, Djoko Budi Mulia dan Rini Riawati, membuat Akta 

Keterangan Hak Waris didepan Notaris Stephany Maria Lilianti, SH 

dengan No.3/KW/III/2003 tanggal 19 Maret 2003; 

11. Bahwa dalam Akta Keterangan Hak Waris tersebuta telah dijelaskan 

secara Gamblang perolehan – perolehan hak, baik Penggugat I, Penggugat 

III dan Penggugat IV serta isteri kedua dari Noto Budi Mulia (Tergugat I); 

12. Bahwa selain Akta Keterangan Hak Waris No. 3/KW/III/2003, tanggal 19 

Maret 2003 tersebut, telah pula dibuat Akta Penyataan Ahli Waris dan 

Keterangan Saksi yang menjelaskan mengenai kedudukan para ahli waris 

dan Akta Perjanjian Kawin tertanggal 18 Mei 1983 No.54 tersebut; 

13. Bahwa dengan adanya Akta Hibah yang direkayasa oleh Tergugat I 

dengan Tergugat III yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk mengajukan 

permohonan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara , 

maka tanpa diteliti terlebih dahulu dan tidak hati – hatinya Tergugat II 
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tersebut kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan 

No.919, tanggal 31 Oktober 1998 atas nama Tan Tjia Twan Nio; 

14. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 919, 

oleh Tergugat II tersebut maka hal ini sangat merugikan para Penggugat 

sebagai pihak yang paling berhak atas bidang tanah dan rumah tersebut; 

15. Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan 

sengaja melakuakn perbuatan melawan hukum yaitu akibat dari ketidak 

hati – hatian dan ketidaktelitian Tergugat II dan Tergugat III serta adanya 

kesengajaan Tergugat I untuk mengambil harta yang bukan miliknya 

kemudian dialihkan menjadi miliknya yang hal ini sangat merugikan Para 

Penggugat; 

16. Bahwa bidang tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai secara phisik 

oleh Tergugat I sehingga Para Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I 

baik materi maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut : 

KERUGIAN MATERIIL : 

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara untuk menyelesaikan perkara tersebut diatas telah 

mengeluarkan : 

1. Biaya Transportasi mengurus perkara ini sebesar ......Rp.50.000.000,- 

2. Jasa Pengacara sebesar................................................Rp.50.000.000,- 

Jumlah kerugian materiil seluruhnya........................      Rp.100.000.000,- 

KERUGIAN IMATERIIL : 

      Bahwa Para Penggugat selama ini tidak pernah menikmati dan 

menggunakan tanah dan bangunan diatasnya tersebut sedangkan Tergugat I 

telah menikmatinya sejak menikah dengna Noto Budi Mulia hingga sekarang, 

oleh karenanya para Penggugat merasa dirugikan sebagai pemilik yang sah, 

apabila Para Penggugat memanfaatkan bidang tanah dan rumah tersebut yang 
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dinilai dengan uang muka kerugian imateril yang diderita oleh para 

Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 

17. Bahwa selain Para Penggugat dirugikan dengan tidak dapat menikmati 

harta bersama antara Noto Budi Mulia dengan Mirah Budi Mulia 

(Penggugat II) tersebut serta adanya kerugian materiil dan imateriil, makan 

cukup beralasan apabila atas bidang tanah dan rumah tersebut diadakan 

Sita Jaminan (Conservatoior Beslag) agar gugatan Penggugat tidak sia-sia. 

18. Bahwa Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut pula diletakkan 

atas tanah dan rumah setempat dikenal oleh umum, yaitu Jalan Janur Elok 

IV Blok. QD 4/06 Rt.002/06 Kelurahan Kelapa  Gading Barat, Kecamatan 

Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan luas tanah 300 m². Agar supaya 

tidak dipindahtangankan, tidak dialihkan atau dihilangkan oleh Tergugat I 

19. Bahwa karena gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Para 

Tergugat adalah berdasarkan fakta – fakta dan bukti – bukti yang autentik 

dan meyakinkan sehingga berdasarkan hukum patutlah apabila 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan putusan ini dapat dijalankan 

terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uit voorbaar 

bij voorraad); 

20. Bahwa agar Para Tergugat konsekwen melaksanakan bunyi putusan 

didalam perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

maka beralasan hukum pula apabila Para Tergugat dihukum untuk 

membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan 

dalam perkara ini. 

Terhadap objek Gugatan  dipasang Sita Jaminan sebagaiman Berita Acara 

Sita Jaminan Nomor 09/PDT/C8/2003/PN.Jkt.Ut jo. Nomor 119/PDT/G/2003/ 

PN.JKT.UT pada tanggal 22 Juli  2003 dengan Juru Sita : Sukardi  dan 

sebagai  Saksi Sri Waluyo Legito selaku Kepala Kelurahan Kelapa Gading 

Barat sebagai pemerintah setempat. Tuntutan (Petitum)  dari Para Penggugat 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sebagai berikut : 
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1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan 

Hukum. 

3. Menyatakan Penggugat I, II, III, dan IV adalah sebagai Pemilik yang 

sah atas harta bersama antara Noto Budi Mulia dengan Mirah Budi 

Mulia berupa sebidang tanah dan rumah diatasnya dengan luas 300 m² 

setempat dan dikenal oleh umum di Jalan Janur Elok IV Blok : QD 

4/06 Rt. 002/06 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa 

Gading, Jakarta Utara. 

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) 

yang telah diletakan atas sebidag tanah berikut bangunan diatasnya 

yang sekarang dikuasai phisik oleh Tergugat I berupa sebidang tanah 

dan bangunan / rumah diatasnya setempat dikenal oleh umum di Jalan 

Janur Elok IV Blok. QD 4/06 Rt. 002/06 Kelurahan Kelapa Gading 

Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, seluas 300 m²; 

5. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari 

Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan/rumah 

diatasnya dengna luas 300 m² yang terletak dan dikenal oleh umum di 

Jalan Janur Elok IV Blok. QD 4/06 Rt.002/06. Kelurahan Kelapa 

Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berikut 

surat-surat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari 

tanggungan / jaminan apapun, atau mengosongkan dengan sukarela 

oleh karena Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah menurut 

hukum; 

6. Menyatakan Akta Hibah No.117/Kelapa Gading/1998, tanggal 23 

April 1998 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Parlindungan Sirait, SH. Batal demi hukum; 
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7. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919, tanggal 31 

oktober 1998 atas nama Tan Tjia Twan Nio terhadap tanah sengketa 

tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku serta harus dibatalkan; 

8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Menguasai secara phisik tanah dan 

bangunan/ rumah tersebut, serta Tergugat III membuat Akta Hibah 

No. 117/Kelapa Gading/1998, tanggal 23 April 1998, dan Sertipikat 

Hak Guna Bangunan No. 919, tanggal 31 Oktober 1998 oleh Tergugat 

II adalah Perbuatan melawan hukum; 

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan 

imateriil kepada para Penggugat sebesar Rp.5.100.000.000,- (lima 

milyar seratus juta rupiah) apabila Para Tergugat tidak menyerahkan 

atau mengosongkan tanah sengketa kepada Para Penggugat; 

10. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) 

kepada para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

perhari apabila para Tergugat lalai melaksanakan dan memenuhi 

putusan dalam hukum tersebut; 

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun 

ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voorbaar bij voorraad). 

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau 

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat 

lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono). 

DALAM EKSEPSI 

A. Eksepsi Kewenangan Absolut : 

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat sesuai dengan Petitum 

Gugatan No.7 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

“Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.919 tanggal 31 Oktober 

1998 atas nama Tjia terhadap tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan 

hukum berlaku serta harus dibatalkan”  
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2. Bahwa setelah berlakunya Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang 

peradilan Tata Usaha Negara, maka secara otomatis segala produk Tata 

Usaha Negara apabila terjadi persengketaan harus diajukan ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa hal ini sejalan 

dengan Bab IV Hukum Acara Pasal 53 UU No.5 tahun 1986 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan 

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang 

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang 

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa 

disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi. 

(2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) adalah : 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang tergugat itu bertentangan 

dengan peratusan perundang – undangan yang berlaku ; 

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu 

mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari 

maksud diberikannya wewenang tersebut ; 

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu 

mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan tersebut; 

3. Bahwa sedangkan Sertipikat ynag dimohonkan pembatalannya oleh Para 

Penggugat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, atau 

dalam perkara ini casu sebagai Tergugat II, sedang Kantor Pertanahan 

Kota Jakarta Utara adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berada 

dibawah Gubernur DKI Jakarta Cq. Walikota Jakarta Utara Cq. Kantor 

Pertanahan Kota Jakarta Utara. 
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4. Bahwa karena yang mengeluarkan Sertifikat adalah Tergugat II yang 

notabene adalah Pejabat Tata Usuaha Negara, sehingga gugatan harus 

diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara ; 

B. Eksepsi Mengenai Gugatan kabur (Obscure Libel) ; 

1. Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak merinci 

mengenai  Hak Guna Bangunan No. 919 yang diterbitkan oleh 

Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan 

sertipikat untuk dan atas nama Tergugat I; 

2.   Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan poin 7 Para Penggugat telah 

meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara 

No.119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut untuk menyatakan sertipikat Hak Guna 

Bangunan No.919 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus 

dibatalkan; 

3.   Bahwa sudah menjadi peraturan dalam Fundamentum Fetendi (Posita) 

disamping uraian yang bersifat memuat alasan – alasan berdasarkan 

keaadaan, juga bagian yang memuat alasan yang berdasarkan hukum. 

Sedangkan mengenai sertipikat Hak Guna Bangunan No.919 pada 

bagian alasan hukum tidak dijelaskan mengapa harus dibatalkan, 

sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan harus ditolak atau setidak 

– tidaknya tidak dapat diterima ; 

4.   Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menarik Tergugat II dan 

Tergugat III sebagai Para Pihak dalam perkara selain Tergugat I dan 

kemudian meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Para 

Tergugat untuk membayar ganti rugi dalam bentuk materiel RP. 

100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Immaterial 

RP.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 

5.  Bahwa dalam tuntunannya Para Penggugat dalam menghukum Para 

Tergugat tidak mencatumkan kata tanggung renteng. Karena apabila 
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hanya menghukum Para Tergugat dengan tidak menyebut kata 

tanggung renteng, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak bisa 

diterima; 

6. Bahwa selain daripada itu terdapat kalimat yang kurang dapat 

dimengerti Tergugat I pada poin 5 Petitum terhadap kalimat 

“menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan ... ... dst”, berarti 

apabila buka Para Tergugat yang menyerahkan berarti tidak dapat 

diserahkan untuk yang dimaksud Para Penggugat dalam Petitum 

tersebut disini jelas yaitu Tergugat I, II, dan III. Apabila ya, berarti 

gugatan ini harus sudah ditolak mengingat Para Penggugat tidak 

mengetahui dengan jelas alamat serta keberadaan Tergugat III apabila 

menuntut untuk turut serta mengembalikan sertipikat. 

Bahwa yang dituntut Penggugat dalam petitumnya adalah pembatalan  

sertipikat  Hak Guna Bangunan  atas nama Nyonya Tan Tjia Twan Nio  ic 

Tergugat I. Bahwa sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919/Kelapa 

Gading Barat a quo merupakan produk Badan  atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang kewenagan  pembatalannya  masuk dalam lingkup Peradilan 

Tata Usaha Negara, buka wewenang Peradilan Umum (Perdata). Hal ini 

secara tegas diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang  Nomor 5 tahun 

1986. Dengan demikian  Peradilan Umum  ic. Pengadilan  Negeri Jakarta 

Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Yang 

Pokok Perkara dalam kasus ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919/Kelapa Gading 

Barat yang akan berakhir pada tanggal 22 Juni 2012, semula tertulis 

atas nama Perseroan Terbatas “ PT. Summarecon Agung” 

berkedudukan di Jakarta  dan sertipikat dimaksud  merupakan 

pemisahan sempurna  dari Hak Guna Bangunan  Nomor 454/Kelapa 

Gading Barat atas nama ic. PT. Summarecon Agung; 

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Maret 1997 Nomor 

394/Kelapa Gading/1997 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, 

SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta , maka pada tanggal 25 
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Juni 1997 telah dibalik nama keatas nama Noto Budi Mulia  dan 

selanjutnya pada tanggal 26-6-1998 telah dibalik nama lagi keatas 

nama Nyonya  Tan Tjia Twan Nio, berdasarkan Akta Hibah tanggal 23  

April 1998 Nomor. 117/ Kelapa Gading/1998, yang dibuat dihadapan 

Perlindungan Sirait, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta; 

3. Bahwa proses balik nama sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 

919/Kelapa Gading barat keatas nama Tergugat I telah dilaksanakan 

teliti dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan bagi 

Penggugat mendalilkan bahwa proses a quo dilakukan Tergugat II 

tidak dengan hati-hati sebagaimana dalil Penggugat.  Dan proses balik 

nama dimaksud  ber dasarkan pada Akta Hibah yang merupakan akta 

Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna  dalam 

proses  balik nama tersebut. 

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sebagai berikut : 

1. Menyatakan Para Tergugat dalam Konvensi telah melakukan  

perbuatan Melawan Hukum; 

2. Menyatakan Akta Hibah tertanggal  23 April 1998 Nomor 

117/Kelapa Gading/1998 yang dibuat dihadapan Perlindungan Sirait, 

SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, adalah batal demi 

hukum; 

3. Menyatakan tanah seluas 300 m
2
 diatasnya berdiri sebuah 

runah/bangunan yang terletak  di Jalan Janur Elok IV QD 4/06 

RT.002/RW.06 Kelurahan  Kelapa Gading Barat, Kecamatan 

Gading, Jakarta Utara, sebagaimana tersebut  dalam Sertipikat Hak 

Guna Bangunan Nomor 919/Kelapa Gading adalah harta 

peninggalan Almarhum Noto Budi mulia, menjadi hak waris 

bersama antara Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV selaku 

anak-anaknya serta Tergugat I selaku isterinya; 
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4. Menyatakan pendaftaran Sertipikat Hak Guna Bangunan  Nomor 919  

tanggal 31 Oktober  1998, menjadi atas nama Tan Tjia Twan Nio, 

tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku; 

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan 

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana tersebut 

dalam Berita Acara Sita Jaminan  tertanggal  16 Juli 2003 Momor 

09/Pdt/CB/2003/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor. 119/Pdt/G/2003, atas 

sebidang tanah seluas  300 m
2
 dan bangunan/rumah diatasnya  

setempat dikemal oleh umum di jalan Janur Elok IV Blok QD 4/06 

RT.002/RW.06, Kelurahan Kelapa gading Barat, Kecamatan Kelapa 

Gading, Kota Jakarta Utara. 

 2.7.2.    Putusan Pengadilan Tinggi  DKI  Jakarta. 

 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  Tergugat I  

(Tan Tjia Twan Nio)  selaku Isteri kedua dari Noto Budi Mulia 

mengajukan Banding  dengan duduk perkara dan kedudukan para pihak 

sebagai berikut  : 

1. Tan Tjia Twam Nio sebagai Pembanding semula Tergugat I; 

2. Hadi Budi Mulia sebagai Terbanding I semula Penggugat I; 

3. Mirah Budi Mulia sebagai Terbanding II semula Pengguat II; 

4. Djoko Budi Mulia sebagai Terbanding III semula Pengguat III; 

5. Rini Riawati sebagai Terbanding IV semula Pengguat IV; 

6. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara sebagai Turut Terbanding 

I semula  Tergugat  II. 

7. Parlindungan Sirait, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai  

Turut Terbanding  II    semula  Tergugat  III. 

 

Akta ppat..., Hot Martuahman, FH UI, 2011



 

Universitas Indonesia  

63 

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan amar Putusan antara 

lain sebagai berikut  : 

1. Menerima  permohonan banding dari kuasa Pembanding semula 

Tergugat I ; 

2.   Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 

2004  Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut 

 

 2.7.3.  Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Pada Proses Peradilan di Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, Tan Tjia Twan Nio mengajukan upaya hukum Kasasi di 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon Kasasi, dengan duduk perkara dan kedudukan para pihak  

sebagai berikut : 

1. Tan Tjia Twam Nio sebagai Pemohon Kasasi semula 

Pembanding/Tergugat I; 

2. Hadi Budi Mulia sebagai Termohon Kasasi semula Terbanding 

I/Penggugat I; 

3. Mirah Budi Mulia sebagai Termohon Kasasi semula Terbanding 

II/Penggugat II; 

4. Djoko Budi Mulia sebagai Termohon Kasasi semula Terbanding 

III/Penggugat III; 

5. Rini Riawati sebagai Termohon Kasasi semula Terbanding 

IV/Penggugat IV; 

6. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara sebagai Turut Termohon 

Kasasi semula Turut Terbanding I/Penggugat I. 
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7. Parlindungan Sirait, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai  

Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding  II /Tergugat  

III. 

Atas Permohonan Kasasi dari Pembanding semula Tergugat I  telah diputus 

oleh  Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara dengan amar putusan 

antara lain sebagai berikut : menolak permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi Tan Tjia Twan Nio. 

2. 8. Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1000.K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2008. 

 Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1000.K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei  2008 oleh Hakim Agung Dr. H. 

Abdurrahman, SH, MH selaku Ketua dengan anggota Pror. Dr. Mieke Komar, 

SH, MCL dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH, MH adalah sudah tepat dan 

benar dengan amar putusan yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon 

Kasasi Tan Tjia Twan Nio tersebut dengan pertimbangan judex  Facti 

/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sudah tepat 

dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, 

karena meskipun terbukti bahwa obyek sengketa tanah dan bangunan yang 

terletak di Jalan Janur Elok IV QD 4/06 RT 002 RW 006 Kelurahan Kelapa 

Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut dibelu oleh 

Noto Budi Mulia setelah terjadi perceraian dengan Penggugat II (Mirah Budi 

Mulia) sebagai istri pertama, akan tetapi hal tersebut telah dipertimbangkan 

dengan tepat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hibah antara 

suami istri dilarang sehingga akibatnya hibah tersebut batal demi hukum. Dan 

karena Alm. Noto Budi Mulia telah meninggal dunia, maka dengan 

dibatalkannya hibah tersebut, harta yang dihibahkan tersebut menjadi buedel 

warisan  yang dibagi antara ahli waris Noto Budi Mulia, yaitu Penggugat I 

(Hadi Budi Mulia), Penggugat III (Djoko Budi Mulia), dan Penggugat IV 

(Rini Ria Wati) serta istri yaitu Tergugat I ( Tan Tjia Twan Nio).  
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   Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 21 Maret 2006 Nomor 

543/PDT/2005/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 

6 Juli 2004 Nomor 119/Pdt/G/PN.Jkt.Ut sudah benar dan tepat penerapan 

hukumnya serta telah  memenuhi unsur keadilan, yaitu antara lain : 

1. Menyatakan batal secara hukum  Akta Hibah tanggal 23 April 1998 

Nomor 117/Kelapa Gading/1998 yang dibuat oleh dan dihadapan 

Parlidungan Sirait, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta.    

2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Perdaftaran 

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919 tanggal 31 Oktober 1998 yang 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara; 

3. Menyatakan tanah seluas 300 m
2 

 yang terletak di Jalan Janur Elok IV 

QD 4/06 RT 002/06 Kelurahan Kelapa Gaing Barat, Kecamatan Kelapa 

Gading, Jakarta Utara adalah harta peninggalan almarhum Noto Budi 

Mulia dan menjadi harta bersama Penggugat I (Hadi Budi Mulia), 

Penggugat III (Djoko Budi Mulia), Penggugat IV (Rini Riawati) dan 

Tergugat I selaku istrinya (Tan Tjia Twan Nio). 

 Terhadap kasus tersebut, Mahkamah Agung telah bertindak sesuai 

dengan hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari kronologi riwayat 

kepemilikan tanah dan riwayat perkawinannya, yaitu meskipun terbukti bahwa 

obyek gugatan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Janur Elok 

IV QD 4/06 RT 002 RW 006 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan 

Kelapa Gading Jakarta Utara dibeli oleh Noto Budi Mulia setelah terjadi 

perceraian dengan Penggugat II (Mirah Budi Mulia) dan hal ini juga telah 

dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang pada intinya menetapkan bahwa  hibah yang dilakukan antara suami istri 

dilarang, sehingga akibatnya  hibah tersebut batal demi hukum. Karena Noto 

Budi Mulio semula suami dari Mirah Budi Mulia (sebagai istri pertama dan 

Tan Tjia Twan Nio sebagai istri kedua) telah meninggal dunia, maka dengan 

dibatalkannya hibah tersebut menjadi buedel warisan yang harus dibagi 

diantara para ahli waris Noto Budi Mulia, yaitu Penggugat I (Hadi Budi 

Akta ppat..., Hot Martuahman, FH UI, 2011



 

Universitas Indonesia  

66 

Mulia), Penggugat III (Djoko Budi Mulia), Penggugat IV (Rini Riawati) dan 

Tergugat I selaku istrinya (Tan Tjia Twan Nio).  

 Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1000/K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 

2008 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) sehingga 

dapat dilaksanakan putusannya.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

1. Bahwa dalam Pembuatan Akta yang berkaitan dengan tanah seorang 

Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mempertanggungjawabkan secara 

hukum apabila terjadi sengketa terhadap apa yang telah diperbuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap kliennya yang datang 

kepadanya dalam pembuatan suatu akta. Pejabat Pembuat Akta Tanah 

merupakan pejabat umum maka ia harus dapat menjalankan tugasnya 

sesuai kewenangan hukum yang melekat pada jabatannya sesuai 

ketentuan perundangan yang berlaku baik peraturan perundang-

undangan dibidang ke-PPAT-an maupun dibidang pertanahan. 

2. Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah juga berfungsi sebagai agen untuk 

mempertemukan para pihak yang akan membuat perjanjian dengan 

mendasarkan pada aturan hukum yang ada dengan realita sosial yang 

dihadapi ketika menangani perjanjian peralihan hak atas tanah, 

sehingga terdapat kebebasan dalam memilih cara, sarana untuk 

mencapai tujuan yang hendak dicapai sepanjang masih dalam jalur 

hukum. 

3. Bahwa Kantor Petanahan Kota Jakarta Utara mempunyai andil / peran 

yang penting dalam rangka menindaklanjuti dari Akta yang berkaitan 

dengan tanah tersebut untuk  pendaftaran hak atas tanah sebagai dasar 

penerbitan sertipikat hak atas tanahnya. Meskipun Kantor Pertanahan 

Kota Jakarta Utara tidak mempunyai kewenangan untuk menguji 

secara materi dari Akta Hibah No.117/Kelapa Gading/1998 tersebut. 

Namun,  dalam hal ini tetap diperlukan sikap kecermatan dan  kehati-

hatian terhadap akta yang dijadikan sebagai dasar penerbitan hak atas 

tanah, hal ini sangat diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir 
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sengketa tanah dikemudian hari baik melalui lembaga ligitasi maupun 

non ligitasi. 

4. Bahwa peran penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri di tingkat I (Pertama), tingkat banding maupun tingkat kasasi 

yang memeriksa dan memutus perkara  No.119/Pdt/2003/PN.Jkt.Ut jo.              

perkara No.543/PDT/  2005/PT.DKI jo. perkara No. 1000.K/Pdt/2007 

dituntut untuk bekerja yang profesional dalam menangani perkara yang 

menjadi objek gugatannya tersebut dengan berpedoman pada peraturan 

perundangan dibidang pertanahan, Hukum Acara, dan peraturan 

lainnya yang terkait. Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan 

pertimbangan hukum sampai pada memutus perkara pertanahan 

tersebut tidak bertentangan atau melanggar hukum yang akibatnya 

dapat merugikan pihak     (Penggugat / Tergugat) yang seharusnya 

sebagai pihak yang dilindungi oleh hukum sehingga tujuan untuk 

mendapatkan keadilan dapat terwujud. 

 

B.  SARAN 

1. Perlu adanya pembenahan oleh Pemerintah terhadap pendidikan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal kurikulumnya, untuk 

menjawab beban tugas yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 berikut peraturan pelaksanaannya yaitu 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 yo 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  23  Tahun 2009. 

Serta pembinaan  yang intensif  dan pengawasan oleh instansi 

pemerintah terkait dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia 

2. Perlu adanya semacam pertemuan antar Pejabat Pembuat Akta Tanah 

untuk mendiskusikan berbagai ragam pengalaman, kesulitan, dan jalan 

keluar yang terbaik terhadap problem-problem yang dihadapi oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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3. Perlu dibentuk Lembaga Konsultan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

untuk membantu Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menghadapi 

kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya; dalam hal ini perlu 

adanya lembaga profesi yang dibawahi langsung oleh Dewan 

Kehormatan Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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